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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkarasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala rakhmat, nikmat
kesehatanhidayah, dan iziNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan bukdeingan
baik. lde penulisan buku ini timbul karena setelah menjalankan tugas
mengimplementasikan Kebijak Satu Peta sejak tahun 2014enulis merasa
memperolehbanyak pengalaman dan pemahaman tentdrggapa pentingnya peranan
Kebijakan Satu Peta untuk pembangukamwilayahan Indonesia.

Selain itu, setelah mempelajari dokumdnkumen penting Badan Koordinasi
Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) tentang perjalanan merstsiegun
informasi sumberdaya alam dan lingkungan sejak tahun -E0/penulis menyimpian
bahwa hakekatujuan Kebijakan Satu Peta itu yang dilaksankan di era Badan Informasi
Geospasia(BIG) sejak tahun 2014 ternyat@rsambungan dengan tujuan membangun
sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan yang telah lama dirintis
BAKOSURTANASejak tahun 197@n, vyaitu untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan dengan membangun sistem informasi spasial sumberdaya alam dan
lingkungan yang terdistribusi dan terintegrasi.

Karena menyadari peranan Kebijakan Satu Pstngat strategis untuk
pembangunan Indonesia, penulis bertekad memberanikan diri menulis buku ini, agar
masyarakatmemahami tentang pentingnya melanjutkan progradebijakan Satu Peta
yang dilaksanakan sejak tahun 2016, yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 92016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Diterbitkannya
Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia memperkuat
keberlanjutan Kebijakan Satu Peta karena salah tseiget untuk mewujudkan satu data
dalam kebijakan Satu Daltadonesiaadalahdata geospasiaMakna Satu Data Geospasial
ini adalah sama dengan makna Satu Peta yeng menjadi target pelaksanaan kegiatan

Kebijakan Satu Peta.
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Dalam penulisabuku ini, penulis mengantarkan pembaca untuk memahami proses
pelaksanaan Kefakan Satu Peta mulai dari hulu hindakr, yaitu penjelasan urgensi dan
manfaat Kebijakan Satu Peta untuk pembangunan nasional, keterkaitan
penyelengggaraan informasi geospasighng diamanatkan dalam Undatndang
Nomor 4/2011 tentang Informasi Gospalsdengan pelaksanaaKebijakan Sai Peta
yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9/2016 tentBegcepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta, proses dan kendala pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dan strategi
melanjutkan program Kebijakan Satu Peta untidngongsong visi Pemerintah Indonesia
pada era revolusi Industri 4.0.

Penulis mengharapkan semoga buku ini dapat memberikan tambahan informasi
bagi pemangku kepentingadalam mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta yang
terintegrasi dengan Kebijakan Satat® Indonesia pada masa depdnada gading yang
tidak retak, penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari semieta.
karena itu dengan segala hormat dan rendah hati, penulis menerima dengan ikhlas
terhadap segala kritidan saran membanm dari pembaca untuk meningkatkan kualitas
buku ini demi kepentingan publik.

Demikian disampaikan, selamat membaca dan senboga ini bermanfaat.

Cibinong, September 2019

Dr. Ir. Nurwadjdi, MSc.
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SAMBUTAN KEPALA
BADAN INFORMAGSEOSPASIAL

Assalamualaikum Wr. Wb,

Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan
pembangunan nasionaDitetapkannya Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 201@erpres KSP) yang merupakan tintakut diterbitkannya Paket
Kebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember 2015 adalah sebagai bukti komitmen
Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui
implementasi Kebijakan Satu Peta diyakini dapat mengatasi konflik paatanfruang
yang sering kali menghambat pembangunan infrastruktur dan kawasan.

Pelaksanaan Perpres KSP yang telah berhasil mengintegr8dikama dari target
85 Informasi Geospasial Tematik (I@GBn telah diunggah ke dalam Geoportal KSP
merupakan bukti bahwa pembinaan penyelenggaran IGT  terhadap
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/P) yang menjadgas dan
tanggungjawab Badan Informasi Geospasial (BEpat berjalan dengan baikCapaian
pembinaan penyelenggaraan IGT ini menunjukkan koordinasisitzergi antar K/L/P
dalam mewujudkan Satu Peta seperti yang diamanatkan dalam PerpréeH&8R)sung
dengan baik.Kerjasama antar K/L/P yang baik ini diharapkarus dilanjutkan dan
ditingkatkan untuk menyelesaikan target sinkronisasi antai&tdlasakan Peta Indikasi
Tumpang Tindih IGPITTI) yang telah didentifikasi.

Tantangan utama ke depan yang harus dilaksanakan oleh BIG sebagaimana yang
telah diarahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat peluncuran Geoportal KSP pada
tanggal 18 Desember 28Jadalah percepatan penyediaan peta RBI skala besar (1:5.000).
Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu
Data Indonesia (Perpres SDI) , tantangan yang harus dijawab pada program
pengembangan KSP adalah mensinemgildan mengintegrasikan program KSP dan

Program SDjang dapat menjawab visi Pemerintah di era revolusi industri 4.0.
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Buku yang ditulis oleh sdr Dr. Ir. Nurwadjedi Sarbini, MSc ini merefleksikan hasil
pelaksanaan Perpres K8Bn rencana program keberlat@annya ke depanApa yang
ditulis oleh sdr Dr. Ir. Nurwadjedi Sarbini, MSc adalah gagg@gasan pengembangan
KSP berdasarkampengalaman beliau selama menjabat sebagai Deputi Informasi
Geospasial Tematik BIG untuk menjalankan tugasepagai Penanggungyab Satuan
Tugasl (Satgas 1) dalam Sekretariat Tim Percepatan KSP sejak tahun 2016 hingga 2018.
Selain pengalamannyarsebut, sdr Dr. Ir. Nurwadjedi, MSc juga menyampaikan gagasan
pengembangarKSFberdasarkan pengalamaieliau selama bekerja di BAKOURAA
sejak tahun 1984Semoga buku ini bermanfaat bagi para pemanku kepentingan untuk
lebih memahami makna KSP, sehingga lebih berkomitmen untuk berpartisipasi
melanjutkan program pengembangan K&iAg terintegrasi dengan Kebijakan SBlam
rangkamendukurg pembangunan nasional.

Terima kasih dan selamat kepada sdr Dr. Ir. Nuwadjedi, MSc atas terbitnya buku ini
dan saya mendorong Pak Nur untigtus berkarya selameenjadi Windyaiswara Ahli
Utama di BIG.

Wabillaahi taufik wal hidaayah,
Wassalamualaikum Wwhb.
Cibinong, September 2019

Kepala Badan Informasi Geospasial

Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc.
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RINGKASAN

Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan
pembangunan nasionaDitetapkannya KebijakaBatu Peta melalui Peraturan Presiden
Nomor 9 Tahun 201&Perpres KSP) merupakan tindak lanjut diterbitkannya Paket
Kebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember 2015 untuk menjawab permasalahan
banyaknya tumpangindih penggunaan lahan di daergang me&ghambat pertumbuhan
ekonomi karena tidak adanya kepastian penyediaan lahan untuk investasi pembangunan.

Kebijakan Satu Peta adalah arahan stratelgiem mewujudkarSatuPeta yang
mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basisdasatdaeoportal.

Satu Peta adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun oleh walidata
Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
(K/L/P) yang dapat dimanfaatkan bersam@r{e map for a)l Proses penyusumaSatu

Peta mencakup kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisadéBijakan Satu Peta ini
pada hakekatnya bertujuan untuk berbagi data Informasi Geospasial (IG) antar pemangku
kepentingan melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)mendukung
pembangunan nasional.

Pelaksanaan Perpres KSP telah berhasil mengintegrasikan 84 dari 85 tema IGT (99%)
yang bersumber dari 19 K/L & 34 Provinsi dan telah diunggah kedalam Geoportal KSP
(Bagian dari JIGN) untuk diberbagikan antar K/Di&i 84 ¢nis IGT yang terintegrasi,
Sekretariat Tim Percepatan K&&i Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan
Badan Informasi Geospasial (BIG) telah selesai memetakan Peta Indikasi T-0impoiéng
IGT (PITTI) di seluruh wilayah Indonegteta PITTI inieslang digunakan untuk
penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan melalui proses sinkronisasi antar IGT
status sektor kehutanan, pertanahan, pertambangan dan tata ruang.

Perpes KSRidak dapat dipisahan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu D& Indonesia (SDI) karena produk KSP berupa Satu Peta merupakan bagian dari

target tujuan pelaksanaan Perpres SDI yang terkait dedgtageospasial. Oleh karena
Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia Vi



itu, sinergi dan pengintegrasian program KSP dengan programé&iDpkan hal yang
urgentuntuk diwujudkanagar tujuan KSéntuk menjawab permasalahgembangunan

nasionake depan dapat direalisasikan.
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BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Pentingnya Kebijakan Satu Peta

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kekayaan alam yang
melimpah. Kekayaan alam tersebut merupakan aset nasional dan berguna sebagai modal
dasar pembangunan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam tiswtdarg
Nomor 26 Tahun 2007 TentgrPenataan Ruang (UU TTR), kekayaan alam NKRI harus
dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada
kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga
keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahtara umum dan keadilan sosial sesuai
dengan landasan konstitusional Undadgdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pengelolaan sumberdaya alam di Indonesdilakukan oleh banyak
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (K/L/P), serta kalangastawengan
mengacu pada tugas dan fungsinya atau kepentinganmgsingmasing. Karena
merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, penyelenggaraan
informasi geospasial (IG) juga dilakukan oleh banyak K/L/P, dan swidstadisi ini
mengakilatkan penyelenggaraanG masitbersifat sektoral Penyelenggaraan Igang
bersifat sektoraini banyak menimbulkan terjadinya tumpatigdih penggunaan lahan
atau konflik pemanfaatan ruang, ketidakpastian informasi ruang, pengalokasian ruang di
kawasan e¢rlarang, konflik sosial, dan lainnya (Nurwadjedi, 2016¢bih lanjut
Nurwadjedi (2016) menjelaskan bahwa karena tidak menggunakan peta dasar yang sama,
maka petapeta tematik yang diproduksi oleh para pemangku kepentingan penghasil peta
(K/L/P) banyak yay belum terintegrasi dan banyak ditemukan tumpang tindih
penggunaan lahan antar sektor. Permasalahan tersebut dapat menghambat
pembangunan kawasan atau infrastruktur karena berkaitan dengan permasaladuag
dan penggunaan lahan.

Pembiaraan permasalahakonflik pemanfaatan ruang tersebut harus dihindari

karena dapat menghambat pembangunan nasional, terutapgmbangunan yang
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berbasis kewilayaham.umpang tindih pemanfaatan lahan sering menjadi masalah yang
tidak kunjung usai dalamperencanaan tata ruang di berbagai wilayah atau kawasan.
Pengalaman empiris Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (Bad&ak) Informasi
Geospasial (BIG) dalam mengkaji kualitas peta RTRW Kabupaten/Kota selama kurang
lebih 5 (Lima) tahun (2032019) juga meunjukkan bahwa banyalpeta RTRW
Kabupaten/Kota tidak menggunakan peta dasar nasional (Peta Rupabumi) yang dibuat
oleh BIG dan penyusunannyanyak yandidak menggunakan petpeta tematik yang

telah ditentukan dalam Permen PU No. 20/2007 tentang Pedorne&ni3 Analisis Aspek

Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam penyusunan Rencana Tata
Ruang.Kondisi seperti inimengakibatkan banyak peta RTRW kabupaten/kota yang
bermasalah, sehingga banyak ditemukan konflik pemanfaatan ruang atau turipdiig
penggunaan lahan di daerah (Nurwadjedi, 2016). Selairbéberapa persoalan yang
muncul akibat tumpang tindih informasi memunculkan konflik agraria, terutama di
wilayah perbatasan akibat sengketa tanah geenataan ruang yang tidak sesuai pun
tidak dapat dihindari. Yang tercatat oleh Kantor Staf Presiden, konflik agraria di Indonesia

hingga 2 Mei 2018 sejumlah 334 kasus dengan luasan total 233.000 ha (Farrasati, 2018).

Permasalahan penyelenggaraan IG yang belum terintegrasi diperkirakan terjadi
sgak tahun 197@an. Keberadaan instansi Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional (BAKOSURTANAL) yang mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan survei dan
pemetaan nasionahingga tahun 2010 belum mampu mengatasinyBermasalahan
tersebut menjadi sorotam pemerintah pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono
(SBY)Pada saatapat Kabinet tanggal 23 Desember 2010, Presidenn@B¥gaskan
tidak boleh ada dua petdengan temasama yang menggunakaeferensi formatpeta
yang tidak standannstruksi presidenersebut dilatarbelakangi oleh ditemukannpata
tutupan lahan yang dibuat oletiua instansi, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan

Departemen Kehutanan yang menggunakan format peta yang berbeda.

Spirit KebijakanSatu Peta (KSP) pada era Presiden @B¥ijutkan dan lebih
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ditingkatkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widddsuf KallaTerkait dengan
penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, Pemerintah mengeluadguiasi tentang KSP

yang merupakan bagian dari Rakkebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember
2015.KSPni diatur dalam Peraturan Presiden (Perpr®mor 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000
(Perpres KSP)ujuan Perpres KS&dalahuntuk mempercepat penyediaan peta tematik

skala 1:50.000 agar peta RTRW Kabupaten/Kota dapat disusun denganR&a&TRW
kabupaten/kota beserta peta tematik pendukungnya yang akurat tersebut merupakan
data fundamental yang dapat menjamin kepas lokasi pemanfaatan ruang yang
berkelanjutan. Selain itu, tujuan Perpres K&Rlahuntuk mempercepat penyelesaian

tumpang tindih penggunaan lahan.

1.2 Manfaat Kebijakan Satu Peta

Manfaat pelakasanaakiSPtelah diyakini oleh masyarakat nasionaupun gbbal.
Konsep KSP pertama kali diimplementasigada era Pemerintahan Presid&BY tahun
2011 untuk moratorium izin pemanfaatan Hutan Alam Priden Lahan Gambut melalui
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin
Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut (PIPIB).
Tujuan Inpres Nomor 10/2011 ini adalah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
di kawasan hutan dan lahan gambut, yang telah menjadi komitmen Presiden SBY dalam
Konferensi ingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Barigsagsa (PBB) di Kopenhagen tahun
2009 untuk menurunkan emisi GRK Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020.

Ditetapkannya pelaksanaan KSmelalui Peraturan Presiden No. 9/2016
menunjukkan pentingnya manfaat KSP sebagastrumen untuk mengatasi konflik
pemanfaataan ruangKarsidi (2016) mengemukakan bahwa pendekatan &Bigat
diperlukan untuk mendukung instarsistansi terkait dalam penyelesaian konflik sosial,
terutama yang terkait dengan tumpasnopdih perizinan seforal. Selain itu, inovasi

kebijakan pemerintah dalam menerapkan KSP untuk mengatasi terhambatnya
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pembangunan kawasan dan infrastruktkarena konflik pemanfaatan ruardjdukung
oleh Bank Dunia melalui proyek program percepatan reforma agraria selamaus tah
(2018¢ 2023).

Perencanaan pembangunan infrastruktur memerlukan dukungan data IG.
Diterapkannya Perpres KSP dengauput data informasi geospasial tematik (Peta
tematik) yang clean dan clear skala 1: 50.000 dapat membantu perencanaan
pembangunan infrasuktur secaratepat pada tingkat kabupaten/kotaOutput Perpres
KSP tersebuyang terdiri dari kelompolpeta tematikstatus danpeta tematik potensi
sumberdaya alam dan lingkungan dapat digunakan untuk membantu perencanaan
pembangunan infrastruktur fikj seperti jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, dan
lainnya (Nurwadjedi, 2016).

Masyarakat nitizen Ahli Geodesi (NET GEODET) juga mengemukakan bahwa
beberapa manfaat KSP adalah sebagai instrumen perencanaan ruang, instrumen
perizinanpembangunan ruangnstrumen pengawasan ruang, instrumen pengendalaian
ruang, dan instrumen koordinasi. Melalui kompilasi berbagai sunfeamrasati (2018)

menyampaikan bahwmanfaat KSP adalah sebagai berikut:

a. Membantu percepatan pelaksanagembangunan nasional melalui penggunaan
peta referensi dengan standar dan format yang sama dan dapat diakses melalui
secara satu pintu melalui Geoportal

b. Efisiensi dan peningkatan kepastian perolehan izin serta status lahan bagi Investor
terutama dalam sekir pertambangan, perkebunan dan infrastruktur melalui
implementasi sistem OSS (online single session)

C. Kebijakan dan pembangunan ekonomi serta infrastruktur semakin merata dan
tepat sasaran sesuai dengan tata ruang yang sesuai

d. Penyediaan lahan guna membamgBroyek Strategis Nasional tersedia dengan

lebih mudah
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e. Sarana meningkatkan kualitas rencana tata ruang nasional serta meredam konflik
tumpang tindih informasi yang telah terjadi dan mencegah konflik pemanfaatan
ruang dan konflik agraria kedepannya

f. Memberikan satu standarisasi yang sama dan transparan dalam mengukur lahan,
area pembangunan dan pembangunan tata ruang wilayah

g. Memantau dan mencegah eksploitasi sumber daya alam seperti hasil perkebunan,
pertambangan, sumber daya lahan, hutan hujan tropis settansparan sehingga
pemanfaatan lahan semakin optimal dan terintegrasi

h. Aspek perencanaan, pemanfaatan ruang nasional serta pengambilan keputusan
tata ruang wilayah dapat lebih efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi

lintas sektor dan lintas daah

Abidin (2018) menyatakan bahw@ RSy 3y &St Salk Ayel Y{t
maka pembangunagiang berbasis tematik, holistis, integratif dan spasial pada skalanya
dapat tercapai dengan baike depan KSP akan ditingkatkan pada skala yang lebih detil
sem a I € LI R I a Thitpf/Avww.big g @idike bijak@nsatuepeta-wujudkan
perencanaarmpembangunamasionalyangholistik). Pada hakekatnya juan akhir
pelaksanaan KSP adalah berbagi data 1G melalui Jaringan Infrastruktur Geospasial
Nasional (JIGN) untuk mendukung pembangunan kewilayaltdah karena itu,
ketersediaan basisdata IGT sektoral terintegrgang dihimpun dalam portal JIGN
merupakanaset awal untuk menyongsongertukaran data geospasial pada era revolusi

industri 4.0masa depan dengan mengandalkan teknologi internet.

Pada saat peluncuran Geoportal K&Rggal 11 Desember 2018, Presiden RI Joko
Widodo menegaskan bahwa K3®Rerupakan salah satu program prioritas dalam
pelaksanaan Nawacita. Dengan adanya KSP, perencanaan pembangunan, penyediaan
infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat
mengacu pada data spasial yang akuk&HRnilah yang akan dijadikan dasar perencanaan

untuk mendukungembangunan dan pertumbuhan ekonomindasa depan.
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Sejak disahkanny&dndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
(UUIG) pada tanggal 21 April tahun 2011, istilah kegiagurvei dan pemetaan diganti
dengan istilah penyelenggaraan 1G. Produk kegiatan survei dan pemetaan adalah berupa
peta.5A 3dzy I 1 yyye&l ¥FNI & lada@muwitdikaniedgedapankad pedad LI &
penting informasi pada era dijital (Teknologi informaSghingga, peneyelenggaraan 1G
pada hakekatnya adalah kegiataarvei dan pemetaan yang pengelolaan produknya
disesuaikan dengan kebutuhan pada konstelasi era dijital.

Dalam UUG, penyelenggaraan IG dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu
penyelenggasan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan penyelenggaraan Informasi
Geospasial Tematik (IGTPenyelenggara IGD adalah BIG sebagai pengganti
BAKOSURTANAL (Pasal 22 ayaP@yyelenggaran IGT adalah Instansi Pemerintah,
Pemerintah daerah, dan/atau setiapasrg (Pasal 23 ayat Ipstansi Pemerintah atau
Pemerintah DaeralK/L/P) dalam menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan
kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundauggngan (Pasal 23 ayat
2). Selain sebagai penyelenggara IGD, d3lgat mengintegrasikatebih dari satulGT
yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah menjadi satu IGT
barudan menyelenggarakan IGT yarmglum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah
atau Pemerintah Daerah (Pasal 28glain itu, dalam penyelenggaraan IG, pembinaan

penyelenggaraan IGT seperti pelaksanaan KSP adalah menjadi tugas BIG (Pasal 57).

2.1 Penyelenggaraan Informasieospasial Dasar

Sebagaimana yang dijelaskan dalamIGUIGD adalah iang berisi tentang obyek
yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan
yang tidak berubah dalam waktu yang relatif laniRRenyelenggaraan IGBimaksudkan
untuk memproduksi IGD. Jenis tersebut @mliri dari 2 (dua) jenis, yaitu jaring kontrol
geodesi (JKG) dan peta dasar {M@JPasal 5JKG mencakup Jaring Kontrol Horisontal
Nasional (JKHN), Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN), danKlaningg Geodesi
Nasional (JKGNRata JKG digunakaebagai data dasar untukenentukan Kerangka
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Referensi Nasional, yaitu SRGI 2013. Peta dasar berupa Peta Rupabumi (RBI), Peta
Lingkungan Pantai Indoensia (LPI), dan Peta Lingkungan Laut Nasional JHONP&sal

7). Menurut Syafii (2018) output proses penyelenggaraan IGD dikelompokkan menjadi 3
(tiga) kelompok, yaitf A a0 SY wSTFSNByaA DS2alLl aiAlf LYyR2
12Yy0GNREf 3IS2RS&AXI Y2RSt RST2N¥YK a3S2 #9248 RIZf
6a2RSt &a0SNB2 F202 dzRIN» KkOAUGNI NIYRFENE 7
1SREETFYFYKOFGAYSOGSNRT S5AIAGI 9t SOl GAz2y
gAE LRI KEZ KALIAZ23INI TAZ LISNI AN YIS Wi Y3 dafdizhl
FraatAdlra dzydzyz Riang lingdSp/ maiyenygaraark IGY tedebut
disajikan pada Gambar 2{L.0 | G dzd { SO BRNBEERAR I yi PR¥XD DI Yo I NJ

Horizontal I Vertikal
Pasal 8

Pasal
g

Pasal 10

Sistem Referensi
Geospasial Nasional

Pasal 27

Pasal 5 Pasal 7

1000K, 500K,

IGD — Pasal 12: RBI 250K, 100K, 50K,  Pasal 18
25K, 10K, 5K,
2.5K, 1K
* Garis pantai
—[ LPI

* Hipsografi
= Perairan

* Nama rupabumi —{ 2508 153:’ B pasal 18
—{ Peta Dasar = Batas wilayah

= Transportasi dan utilitas

* Bangunan dan faslitas

umum
* Penutup lahan \ LLN _{ 500K, 250K, 50K Pasal 18

Gambar 2.1 Ruang Lingkup Penyelenggaraan IGD
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Gambar 2.2 Sebaran Jaring kontrol Geodesi: Horisontal dan COR&0ISR(

Peta dasarterdiri atasgaris pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi, batas
wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penutup lahan (UU
IG Pasal 12Patasetlayer dasaipada peta dasar tersebut disajikan dalam benReta
Rupabumi Indonesia (RBI), Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI), Peta Lingkungan Laut
Nasional (LLN)Peta RBI merupakan peta dasar wilayah matra darat, sedangkan Peta LPI
dan LLN merupakan peta dasdtayahmatra pesisir dan laut. Sesuai amanat dalam Pasal
18 UUIG, Peta RBI dipetakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000,
1:50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000; peta LPI pada skala
1:250.000, 1:50.000, 1:25.00@an 1:10.000; peta LLN pada skala 1:500.000, 1:250.000,
dan 1:50.000Status ketersediaan Peta RBé¢nengah (1:50.000/1: 5.000) sudah tersedia
di seluruh wilayah darah Indonesia, sedangkan ketedsgan Peta RBI skala 1: 5.000

sangat terbatas (Gambar 3.3
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Gambar 2.3 Status Ketersedian Peta RBI skala 1: 5.000

Untuk menjaminakurasi peta RBI sebagai peta dasar, BIG menerbitkan Peraturan
Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar dan
Peraturan Kepala BIG Nomor &htlin 2018 Tentang Perubahan Atas PeratuBalan
Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kekelgian Peta
Dasar (BIG, 2018Ketelitian peta RBI mencakup ketelitian horisontal dan vertikal yang
dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu kelhskelas, 2, dan kelas 3 untuk skala 1: 1000.000
sampai dengan skala 1: 1000 (Tabel 2.1)
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Tabel 2.1 . Ketelitian Geometri Peta RBI (BIG, 20

Ketelitian Peta RBI
Kelaz 1 Kelaz 2 Kelaz 3
Interval
. Vertilal . . . Vertikal
Ho Skala Kontur Horisontal Horisontal Vertikeal Horizontal
) [LESO (LESO
(m) [CES0 [CESO (LESO (CE20
dalam dalam
dalam m)] dalam m] dalam m] dalam m)|
m) m]

1 1:1.000.000 400 300 200 800 300 900,0 400
2 1:500.000 200 150 100 300 150 450,0 200
3 1:250.000 100 75 50 150 75 2250 100
4 1:100.000 40 30 20 =10 30 S0,0 40
3 1:530.000 20 15 10 30 15 45,0 20
& 1:25.000 10 7.2 3 15 7.2 22,5 10

7 1:10.000 4 3 2 =] 3 9.0 4

8 1:5.000 2 1,5 1 1,5 4.5 2

9 1:2.500 1 0,75 0,5 1.5 0,75 2.3 1
10 1:1.000 0.4 0,3 0,2 0.6 0.3 0,9 0.4

Nilai ketelitian di setiap kelas tersebut diperoleh melalui ketentuan pada Tabel 2.2.

Tabel2.2 Ketentuan Ketelitian Geometri Peta RBI Berdasarkan Kelas (BIG, 20.

Ketelitian Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
Horisontal 0,3 x bilangan skala 0,6 x bilangan skala 0,9 x bilangan
skala
Vertikal 0,5 x interval kontur 1,5 x ketelitian kelas 1 2 x ketelitian kelas
1

Nilai ketelitian posisi peta dasar pada Tabel @dalah nilaiCircular Error90%
(CE90) untuk ketelitian horizontal ddmear Erro©0% (LE90) untuk ketelitian vertikal,
yang berarti bahwa kesalahan posisi peta dasar tidak melebihi nilai ketelitian tersebut
dengan tingkat kepercayaan 90%ilai CE90 dan LE9O dapat diperoleh dengan rumus
mengacu kepada standar US NMABii{ed States National Map Accuracy Standards
sebagai bekut:

CE90 =1,5175 x RMSEr LE9O = 1,6499 x RMSEz

dengan RMSErRoot Mean Square Errpada posisi x dan y (horizontal) RMSRoot
Mean Square Errgrada posisi z (vertikal).
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2.2 Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik

Ruang lingkup pg/elenggaraan IGT diperlihatkan pada GambarSedéara umum,
penyelenggaraan IGT menjadi kewenangan instansi selain BIG (K&rR).IGT yang
diprodukksi oleh K/L/P disebUBT sektoral damencakup berbagai temgang fungsinya
disesuaikan dengatugas dan fungsi masinagasing instansi menurut peraturan dan
perundangundangan yang berlakTugas BIG dalam penyelenggaraan IGT adalah dalam
hal pengintegrasiaan IGT (W@ Pasal 24), penyelenggaraan IGT yang belum
diselenggarakan oleh K/L/P (IGT Noktsel),dan pembinaan penyelenggara IGT {UU
IG Pasal 57 ayat 2f5esuai amanat UWG Pasal 57 ayat 3, pembinaan kepada
penyelenggara IGT dilakukan oleh BIG melalui:

a. Pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundamgangan,

pedoman, standar, dan sgifikasi teknis serta sosialisasinya;

b. Pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan

c. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi

d. Penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya

manusia di Instansi Pemiatah dan Pemerintah daerah.

Pasal 23
—  |GT Sektoral (K/L/P)
Pasal 19, 20
Pasal 24 (2)
IGT  —t—r IGT Non Sektoral
Pasal 24 (1)

IGT Hasil Integrasi

Gambar 2.4 Ruangngkup Penyelenggaraan IGT
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Salah satu tujuan WG adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan IG yang
berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi. (UYWG Pasal 3 butir biKunci keberhasilan penyelenggaraan IGT adalah pada
faktor koordinasikarena pelaku dari penyelenggaraan IGT terdiri dari banyak instansi.
Kurniawan (2017) menjelaskan bahwal yang harus diperhatikan dalam membangun
kooordinasi yang baik meliputi perencanaan yang matang, penyamaan persepsi,
pemahaman materi pembicaraan, sikap terbuka dan saling menghargai, fiegatiaack
penegasardan motivasi, membangun komunikasi inform@lmadi (2017) menjelaskan
bahwatantanganutama yang dihadapi oleh instansi pemerintah saat ini adalah minimnya
komunikasi antar lembaga yang mengakibatkan terhambatnya program strategis
pemerintah.  Selain itu, dinamika serta permasalahan yang dihadapi
kementerian/lembaga pemerintah saat ini sabh@p@ragam, salah satunya adalah masih
seringnya tumpang tindih kewenangan dan masih lemahnya relasi antar lembaga negara.
Untuk menjawab tantangan tersebut, komunikasi antar lembaga perlu lebih dioptimalkan
untuk menyamakan persepsi terkait visi dan misihmpangunan yang tertuang dalam
program Nawacita.

Untuk mewujudkan penyelenggaran IGT yang terkoordinasi dan terintegrasi, BIG
sebagai pembina penyelenggara IGT menetapkan walidata IGKedampok Kerja IGT
(Pokja IGT)Pertimbangan utamalibentuknya walidata IGT adalah untuk menghindari
tumpangtindih penyelenggaraan IGT. Penetapan K/L/P sebagai walidata IGT adalah
berdasarlan padtugas, fungsi dan kewenangannya masmasing instansi. Tugas utama
walidata IGT adalah menyusun dan mengendkan kebijakan teknis di bidang IGT, serta
mengelola dan memberikan akses berbagi data IG melalui JIGN.

BerdasarkarKeputusan Kepala BIG No 27 Tahun ZDd®tang Walidata IGT yang
merupakan revisi dari Keputusan Kepala BIG No. 15 Tahun RadgaknyalGT yang
dikelola oleh instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KhgR)mlah 201 tema (Tabel
2.3).Sebagian besar K/Ltersebut menjadi walidata IGT lebih dari 1 (satu) tema tema.

Yang banyak menjadi walidata IGT diantaranya adeékxhenterian LingkungaHidup
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dan Kehutanan (30 tema), Kementerian Kelautan dan Perikanan (30 tema), Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (25 temalementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (23 tema); sedangkan yang tergolong sedikit (Kurang dari 5 tema)
diantaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (1 tema),
Kementerian Pariwisata (1 tema), Kementerian Komunikasi dan Inform@ikama).

Walidata IGT untuk 201 tema disajikan di Lampiran 1.

Tabel2.3Banyaknya IGT yang Dikelola Instansi PemériRtzssat dan Daerah

No. Nama Instansi Jumlah Jeni$GT
(Tema)

1 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 30

2 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 25

3 | Kementerian Pertanian 5

4 | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya 23

5 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertand 18

Nasional

6 | Kementerian Perhubungan 14

7 | Kementerian Kelautan dan Perikanan 30

8 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 5

Transmigrasi

9 | Kementerian Komunikasi danformatika 2
10 | Kementerian Dalam Negeri 4
11 | Kementerian Perindustrian 4
12 | Kementerian Luar Negeri 2
13 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 1
14 | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/B: 2
Perencanaaembangunan Nasional
15 | Kementerian Pertahanan 3
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16 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3
17 | Kementerian Pariwisata 1
18 | Kementerian Kesehatan 1
19 | Kementerian Sosial 2
20 | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 7
21 | Badaninformasi Geospasial 7
22 | Badan Pusat Statistik 1
23 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2
24 | Badan Pengawas Tenaga Nuklir 4
25 | Lembaga limu Pengetahuan Indonesia 2
26 | TNI Angkatan Laut 1
27 | Badan Koordinasi Penanaman Modal 1
28 | Pemerintah Daeraf2 tema) 2
Jumlah 201

Memperhatikan banyaknya instansi dan jenis tema IGT, dan untuk mengoptimalkan

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan I@iBka BIG bekerja bersama dengan

instanstinstansi terkait untuk membentukelompok KerjdGT (Pokja IGTdan telah

ditetapkan dalam Keputusan Kepala BIGmor 28 Tahun 2019 yang merupakan revisi

Keputusan Kepala BIG Noni# Tahun 2016.Jumlah Pokja IGT yang ditetapkan oleh

Kepala BIG tersebuaidalah 10 Pokja IGT, yang terdiri:

16

1.

R i

Pokja IGTrata Ruang dan Pertanahan,

Pokja IGT Perubahan Iklim,

Pokja IGPerizinan Sektoral,

Pokja IGBumberdaya Alam dan Lingkungan,
Pokja IGBumberdaya Kelautan,

Pokja IGTnfrastruktur,
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7. Pokja IGTntegrasi Informasi Geospasial dan Statistik,

8. Pokja IGT Kebencanaan,

9. Pokja IGEEkoregion dan Daya Dukung/Daya Tampung Lingkungan Hidup,
10. Pokja IGMasyarakat Hukum Adat.

Pokja IGT mempunyai tugasbagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis penyelengagm IGT

b. merumuskan kebijakalfGTuntuk kepentingan pembangunan nasional;

c. mensinergikan perencanaan penyelenggaraan |IGT antar pemangku
kepentingan untuk perencanaan pembangunan nasional,

d. mengevaluasi penyelenggaraan IGT  yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lenbaga/Pemerintah Daerah;

Struktur organisasi Pokja IGT seperti pada Gambarteétdiri dari pengarah,

penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota, dengan tugas sbagai berikut:

a. Pengarah . memberikan arahan kebijakan dalam pelaksan:
tugasKelompok Kerja.

b. Penanggunglawab . bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tug
Kelompok Kerja.

c. Ketua . memimpin dan  mengkoordinasikan  anggc
Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya.

d. Sekretaris . melaksanakan urusan administrasi dal
pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.

e. Anggota . melaksanakan tugas sesuai dengan bidang Kelon

Kerja IGT tertentu.
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STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

PENGARAH
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
L

PENANGGUNG JAWAB
DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

T
l 1 1 1 I 1 I I

POKJA BT POXIA POKJA POKJA POYIA PO POSIA POKIA
TATA RUANG a7 107 o o7 NFRASTRUKTUR INTEGRASI KEBENCANAAN
AN PERUBAMAN PERIZINAN SUMBERDAYA SUMBERDAYA NFORNAS
PERTANAMAN KM SEKTORAL ALAM dan KELAUTAN GEOSPASIAL da
UNOGKUNGAN STATISTIX
St Poks Toe Sub Poka Sut Poayy Sub Poug Sub Ponys St Potje Enonomi Svb Potpp
Ruang Oaest Peunan Sumbersaya Ar Ehansten ok Bencans Geoiog
Peraran
= Sub Poka $ub Porje Oanghat Sub Pola Sosal St Pove
Sub Pokgs Tats Petambangan Somberdays nirasvtur Lavt de Dudays et
Russg Lavt Lahan 636 Pargan ub Pokga v
Mangrove rometecrcioy
2 Sub Pols Sub Poigs Sub Pokgs —
Su8 Pokis Kabtanan Sumbartays Sut Porga Pengisn Shten
Pevantasys Oosasegal Bescana Non
Vel dan Energl oy
Taws Ruang Sub Pok Aom
Sub Poka Sub Pokga
Pertananan Sun Pots Sub Poxa e
Surbetays Sumbedaya
" $ub Py Polex.
Sub Poke Vanutanss A $ub Pokia
—— - Perahanan dan
oo Sub Pokia Sud Porgs Kaamanan
Poncomaran dan Sumbedays
Kensakan Non-havat Laut
Lnghungan

Sumber: BIG, 2019
Gambar 5 StrukturOrganisasi Pokja IGT

Agenda kerja Pokja IGT tersebut melaksanakan rkpatdinasidengan instansi
terkait dalam bentuk Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) IGT dan Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) IG. Rakortek IGT minimal dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun
sedangkan Rakornas tidlaksanakan 1 (satu) kali dalam setahfgenda Rakortek Pokja
IGT umumnya membahas standar teknis bidang IGT, sedangkan Rakornas IG membahas

rencanaprogram penyelenggaraan IGT setiap tahun.
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BAB 3

KONSEP KEBIJAKAN SATU PETA



3.1 Sejarah Perkembangan

Lahirnya konsep Kebijakan Satu Peta (KSP) tidak ddifggaskan dengan
dibentuknya BAKOURTANAL melalui Keputusan Presiden No 83 tahun 1969. Tugas utama
BAKOSURTANAL dituntut membanglatabase dasar dan tematik melalui jaringan
lembagaf SYo I 31 0 SNJ A G cldlinghousé S Y&IH WA dzg dzF#l YS
jaringan antara para pembina perpetaan nasional dan antara produsen dan konsumen
data spasial (BAKOSURTANAL, 26G#)a hakekatnya tujuan akhielijakan Satu Peta
(KSP) adalah berbagi data spasial dengan menggunakan teknGeggraphic
Information System (GiSatau Sistem Informasi Geografi (SI&agasan konsep
pemanfaatan teknologi SIGuntuk mendukung pembangunan di Indonesia telah
disampaikarnoleh Ketua BAKOSURTANAL (Ir. Pranoto Asmoro) pada rafdtaketia
Kekayaan Alamtahun 1976 di Jakarta, yaitulengan makalah yangdoerjudul
Gt Syasvyolry3alry {AadSY LYF2NXI&A {dzYoSNJ 51| &
Evaluasi Sumber Daya Alam Nasioda® { A a i SY Ly T paNahbaké&katnyg dzY o S
merupakan suatu Sistem Informasi Pengelolaan Sumberdaya dan lingkungan yang
memberikan bahan bagi perencanaan pembangunan yang harmonis dan menyeluruh
serta pemanfaatan sumberdaya secara optimal (Asmorog)l @isain konseptud&istem

Informasi Sumber Daya tersebut disajikan pada Gambar 3.1
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OBJECTIVES

Yy

DATA REQUIREMENTS PLANNING ANALYSIS AND DECISIONS
77| AND SPECIFICATIONS CONSIDERATION & i > EVALUATION [ ¥ AND PLANS
PARAMETERS

COMPUTER PRESENTATION OF
SOFTWARE INFORMATION —

v
COMPUTER:

A

1

INVENTORY AND
|3 EVALUATIONOF |
AVAILABLE DATA

GEOREFERENCING
44 COMPILATION ‘4. DIGITIZATION  |—3 STORAGE |

DATA HANDLING RETRIEVAL
ACQUISITION AND MANIPULATION

PROCESSING NEW | |
DATA

INTEGRATED RESOURCE SURVEYS. COMPUTERIZED DATA SYSTEM
AND TOPOGRAPHIC BASE MAPPING (AUTOMATED CARTOGRAPHY)

Gambar 3.1. Sistem Informasi Sumber Daya (Asmoro, 1976

Gagasan konsep Sistem Informasi Sumber Daya diimplementasikan oleh
BAKOSURTANAL dalam Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Dayanglam
didalamnya terdapat Proydkand Resource Evaluation and Planning PréidREP), yang
terdiri dari LREP (198891) dan LREP 2 (199996),ProyekMarine Resource Evaluation
and Panning ProjecfMREP) pada tahun 1994.999.Proyek LREP berlokasi di delapan
provinsi di Sumatera dan Jawa Barat. Proyek {ZRgd?lokasi di 13 provinsi (Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,
NusaTenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya). Proyek LREP melibatkan Badan Perencana
Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat I, Direktorat Pengembangan Daerah (Ditjen
Bangda) Depaeimen Dalam Negeri dan Pusat Penelitian Tanah dan Agrokilmat
(Puslittanak), Departemen Pertanian. Adagnoyek MREP yang berlokasi di 10 provinsi
(Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali,
Nusa Tenggara Bardtiusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya) dengan melibatkan
instansi Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mubepartemen Mineral dan
Energi, P3IPI, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Lembaga Antariksa dan
Penerbangan Nasional (LAPANAKBSURTANAL, Badan Penerapan dan Pengkajian

Teknologi (BPPT), Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
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(BAPPEDAJujuan proyek LREP maupun MREP adalah pengembangan program nasional
dalam meningkatkan kemampuan institusi dalam membangasisdataspasial (SIG)

yang diperlukarbagievaluasi dan perencanaan pemanfaatan sumber daya alarget

proyek LREP maupun MREP untuk membangun Pusat Data Spaksalicg Housgdi
instansi Pusat dan Daerah merupakacikal bakal lahirnyaSimpul Jaringan IG seperti

yang diamanatkan dalam Perpres No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi
Geospasial Nasional.

Seiring dengan berlangsungnya proyek LREP dan MREP (Period&99986
BAKOSURTANAerus berkoordinasi dengan instansi terkaitnyelenggaran 1G lainnya
untuk mengevaluasi dan mengembangkan pemanfaatan teknologPa&ta.tahun 1992
BAKOSURTANAL untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) SIG
Nasional (SIGNAS) di JakaRakor ini diikuti oleh berbagai lembagefehrtemen yang
terkait dengan pemetaan tematik, terutama untuk membalpestukaran data spasial.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BAKOSURTANAL berupaya mempercepat
keterserdiaan data spasial baik peta dasar maupun peta tematik difgtdtus
ketersediaarpeta dasar (Peta Rupabumi) himgga tahun 1998 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Ketersediaan Peta Rupabumi di Indonesia hingga Oktober 1998

Sumatera 3342 10 03 858 632 13,7 58 58 100,0
Jawa dan Bali 941 254 27,0 344 344 | 100,0 22 0 0,0
Nusa Tenggara "7 194 27,1 71 0 0,0 5 0 0,0
Kalimantan 3751 0 0,0 823 663 80,6 52 0 0,0
Sulawesi 1643 38 2,3 434 384 88,5 44 44 100,0
Maluku 995 0 0,0 354 13 3.7 32 32 100,0
Irian Jaya 2689 0 0,0 135 1 1,5 45 45 100,0
Timor Timur 112 112 | 100,0 28 0 0,0 2 0 0,0
INDONESIA 14190 608 43 | 3653 2047 56,0 260 179 68,8

Sumber: BAKOSURTANZ0Q9

Selain mempercepat penyediaan peta dasar, BAKOSURTANAL juga bekerjasama
dengan Departemen Transmigrasi dan Pemerintah Kerajaan Inggris meabayiek
Regional Physical Planning Programme for TransmigréRef?PPRoppada tahun 1984
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¢ 1990 untuk memproduksi peta tematik sumberdaya lahan (Peta Sistem Lahan, Peta
Penggunaan Lahan, Petaatd Guna Hutan Kesepakatan, Peta Rekomendasi
Pengembangan Wilayah) skala 1: 250.000 di seluruh wilayah Indonesia. Proyek RePPProT
kemudian dilanjutkan dengan ProyBlegional Physical Planning, Map Improvement and
Training (RePPMIT) pada tahun 199095 unuk perbaikan peta dan digitalisasi peta
tematik hasil Proyek RePPPr&Eta tematik digital hasil Proyek RePPMiBelanjutnya
disosialisasikan ke Kantor BAPPEDA Provinsi di seluruh wilayah Indonesia untuk masukan
penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RDRMW&isSIG.Selain

melalui Proyek LREP dan MREP, sosialisasi hasil proyek RefP§8iE juga merupakan

awal mula pengenalateknologi SIG di Kantor BAPPEDA Provinsi di seluruh wilayah
Indonesia.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 178 Tahun 2000 tentang
susunan organisasi dan tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen. BAKOSURTANAL
memperkuat aspek hukum dan perundangan dalam penyelenggaraan IG, yaitu
menyiapkan RUU Tata Informasi Geospasial Nasional{RENAS) tahun 2008, sebagai
embrio UUIG. Pada saat rapat Kabinet tanggal 23 Desember 2010, keltikaKerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembanduikd®) mennjukkan
kepada Presiden SBY tentgpeta tutupan hutan dakKementerian Lingkungan Hiddpn
Departemen Kehutanagang berbedaPresiden BY memerintahkan penyusunan satu
LISGFY & ale&l Ay3aAy KlI-§FlRidzie i dNBEIS SIGBwirése | v K
merujuk pada satusumber rujukan Peta Dasar (Peta Rupabumi) yang dibuat oleh
BAKOSURTANAL sebagai instansi yang berkompeten dan berkeweregeyé@,T yang
dibangun oleh instangnstansi lain tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Upaya BAKOSUTANAL dalam memperkuat aspkénhiypenyelenggaraan 1G
mencapai puncaknya ketika pada tanggal 21 April tahun 2011 pemerintahan Presiden RI
SBY mengesahkan Undadgdang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyoanerbitkaninstruksi Presiden Nomor

10 tahun 201Xentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola
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Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIRIBhirnya Inpres nomor 10 tahun 2D1
merupakan awal implementasi dari rencana aRsie Map PolicyKebijakan Satu Peta)

versi UKP4.

Keinginan untuk memiliki satu peta
sebagai satu-satunya referensi
nasional dinyatakan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di
sidang kabinet pada tanggal 23

Desember 2010
“There sholud be One Map as the
one and only national reference”

Prof Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Rl Periode 2004-2014

Gambar 3.2 Presiden RI SBY menginstruksikan pemberle
Satu Peta di Indonesia

Pada tanggall7 Oktober 2011, BAKOSURTANAMeluncurkan aplikasi Inra
Geoportal (Geospasial Untuk Negeri) dakaligus mencanangkan nama Badan Informasi
Geospasial (BIG) untuk menggantikan nama BAKOSURTANAL, sebagai afanagUU
Geoportal adalah geoportal nasional yang menghubungkan berbagai Kementerian,
Lembaga, Provinsi, dan Daerah yang menjadi mitra pgmgig simpul Jaringan
Informasi Geospasial Nasional (JIGNpada tanggal 17 April 2014, Presiden SBY
menetapkan Perpres Nomor 27 Tahun 2014 Tentang HA@gsi JIGN ini adalah sebagai
sarana berbagi pakai dan penyebarluasan IGI®PBasal 3).

Kebijakan Satu Petgang dirintis oleh pemerintahan Presiden RI SBY dilanjutkan
dan ditingkatkan oleh pemerintahan Presiden Rl Joko Widodo. Pada tanggal 21 Desember
2015, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan Paket Kebijakan EkonorRiakétl.
Kebijakan insalah satunya mencakup program Kebijakan Satu Peta nasiMeateri

Koordinator Bidang Perekonomian pada saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi
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VIII tersebut menyatakabahwa pengembangan kawasan atau infrastruktur seringkali
terbentur dengan sejumlakonflik terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.
Konflik ini sulit diselesaikan karena Informasi Geospasial Tematik (IGT) sektorgl
tumpang tindih satu sama lain. Melalui instrumen KSP, konflik tumpang tindih
pemanfaatan lahan dan batas wildyaseluruh Indonesia akan dapat dipercepat
penyelesaiannya.

Pada tanggal 1 Februari 2016 Presiden Rl Joko Widodo menetapkan Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada
Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:500®erpres KSP)ujuan diterbitkannya Perpres KSP
ini adalah sebagai upaya untuk mempercepat perbaikan IGT selgtorglmasih saling
tumpangtindih dan sebagai acuan perencanaan pemanfaaran ruang yang terintegrasi.
Melalui Perpres KSP ini, kementeriamileaga yang berperan sebagai walidata IGT akan
menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 yaaigirat dandapat diberbagikarmelalui
JIGN.

3.2 Persyaratan Teknis

Seperti yang dijelaskan dalam Perpres Ki&#hijakan Satu Petdidefinisikan
sebagaarahan strategisintuk mewujudkarSatuPeta yang mengacu pada satu referensi
geospasial, satu standar, satu basisdata, dan satu geoportal (GambarSaR).Peta
adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun oleh K/L/P walidata IGT
yang dapat dimanfaatkabhersama Qne map for aJl Penyusunan peta tematik tunggal
tersebut dimaksudkaruntuk mencegah terjadinya penyelenggaraan IGT yang tumpang
tindih, ego sektoral K/L/P dalam menjalankan pemerintahan, dan ketidakseragaman peta
yang dapat membingungkan pengguna, serta mempermudah proses integrasi berbagi
peta tematik (GT setoral).

Pada lakekatnya pelaksanaan KSP merupakan penerapan teknologi SIG. Menurut
Burrough (19865I1G adalah suatu sisteimformasiberbasis komputer yang digunakan

untuk menyimpan, mengelola, menganalisa, dan mengaktifkan kembali data yang
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mempunyai referensi keruanga untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan
pemetaan dan perencanaanDalam pemanfaatan teknologi SIG, data yang dikelola
merupakandatasetlGT yang georeferensinya mengacu pada IGD (Peta daatayetlG

dalam SIG bersumber dari berbagai walidata Harusstandar,sehingga tidak akan ada
walidata IGT yang mampu memanfaatan teknologi SIG tanpa bekerjasama dengan pihak
lain atau dengan kata lain pemanfaatan teknologi SIG pada hakekatnya merupakan
pemanfaatan data IG bersamatau berbagi data IGOlehkarena itu, persyaratan teknis
dalam KSP yang terdiri dari satu referensi geospasial, satu standar, satu basisdata, dan
satu geoportalpada dasarnya adalah koheredengan persyaratan teknis dalam SIG

untuk pemanfaatan data bersama antara pemangku kepeyatn.

P 7. . . — x
}t\'}

Referensi
GeE 3 |
| , =
0@ =
w

Satu
Standar

Gambar 3.3 Persyaratan teknis K.

e

<)

3.2.1 Satu Referensi Geospasial
Persyaratan satu referensi geospasial merupakan faktor fundameamaik
menghasilkan IGT yang terintegraéSeperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BIG

Noma 15 /2013,Sistem referensi geospasial adalah suatu sistem referensi koordinat,
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yang digunakan dalam pendefinisian dan penentuan posisi suatu entitas geospasial
mencakup posisi horizontal, posisi vertikal maupun nilai gayaberat berikut perubahannya
sebaga fungsi waktu . Dalam UlG Pasal 19 dinyatakan bahwa IGT yang dibuat oleh
Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau setiap orang ®@RAasal 23) wajib
mengacu pada IGDPenyelenggaraanGTmembutuhkan referensi geospasial tunggal
agar seluruHGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah (K/L/P), kalangan smasfaun
perorangan dapat terintegrasi dengan baik. Dengan menggunakan refgyeospasial
tunggal,IGT disatu wilayah dapat terintegrasi daseamlesgTersambung) dengan IGT
wilayah lainng, sehingga tumpang tindih penggunaan lahan antar sektor dapat dihindari.
Gambar 3.4 memperlihatkatumpang tindih penggunaan lahan antar IGT st§tGS 1zin
Pertambangan, IGT Kawasan Hutan, dan IGT Hak Guna Usaha) sekibgditidak
digunakanreferensi geospasial tunggal. Tumpang tindih penggunaan lahan tersebut
dapat menghambat investasipenyelesaian proyek pembangunan menjadi terlambat,

atau menimbulkan konflik sosial.

Peta Izin Pertambangan | S
KUTAI BARAT y 7

Peta Kawasan Hutan ‘

Peta Pertanahan
(Hak Guna Usaha)

5 S Y ranati Grogot

et Makose,

Gambar 3 Contoh Tumpang Tindih Penggunaan Lahan ak
tidak digunakan Satu Referensi Geospasial

IGD sebagai referensi geospasial baku untuk penyelenggaraan IGT meliputi jaring

kontrol geodesi dan peta dasdqiJUIG Pasal 5)Sesuai yang diatur dalam Peraturan
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Kepala BIG Nomor 15 /2013 Pasal sistem referensigeospasial tunggal dalam
penyelenggaraan IG nasional menggunakan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI
2013). Sebelum SRGR013, BIG (BAKOSURTANAL) menggunedanensi tunggal

Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN95). Perdedaas2@R33lan DGN95 digskan pada

Tabel 3.2.

Tabel3.2 Perbedaan SR@D13 dan DGN95

Parameter DGN95 SRGRO013
Sifat sistem referensi Statik ITRS
Sistem referensi koordinat ITRS ITRS

Kerangka referensi koordinat | Jaring kontrol geodeg Jaring kontrol geodesi yan

yang terikat pada terikat padalTRF2008

ITRF2000
Datum Geodetik WGS84 WGS84
Sistem referensi geospasial MSL Geoid
Sistem akses dan layanan Tetutup Terbuka darself service

Keterangan: ITRSnternational Terrestrial Referenc@®V&882iWorld Geodetiysteri984, MSLMean
Sea Level

SRGPRO013 ini sifatnya kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.
Sistem koordinat titikitik pada jaring kontrol geodesi SRGI 20@igyunakan untuk

pemetaan Rupabumi.

Peta Rupabumi (Peta dasagdalahpeta topografi yang menampilkan sebagian
unsurunsur alam dan buatan manusia di wilayah daratan IndoneBgta dasar
sebagaimana yang dijelaskan dal&@asal 12 UUG terdiri atas garis pantai, hipsografi,
perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas

umum, serta penutup lahan. Dalam pelaksanaan K¥8f@,dasar yang digunakan adalah
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peta RBI skala 1: 50.000/1:PB0 yang tersedia di seluruh wilayah daratan Indonesia
(Gambar 3.5) Contoh peta RBI skala 1: 50.000 disajikan pada Gambar 3.6.

= Jumlah NLP yang tersedia :3.380 NLP
N LEGENDA :
i & TAHUN PEMBUATAN METODE KSP RBI 50K
[J<=2010(2,198 NLP) || 2015 (33 NLP) Digitasi + Seamless (445 NLP)
s 12011 (230 NLP) [ 2016 (503 NLP) Generalisasi + Seamless (725 NLP)
SKALA 1:13,000,000 [J2012 (64 NLP)

I seamless (2,210 NLP)

[ 2014 (352 NLP)

Sumber: Syafii, 2019

Gambar 3.5 Indeks ketersediaan Peta RBI skala 1: 50.00

a0 Ve
RO [ S
N LEGENDA : Jumlah NLP yang tersedia : 5.451 NLP
W+E TAHUN PEMBUATAN
[J<2010(1.786 NLP) 2014 (754 NLP) Gotaan
S [ 2012332 NeP) [ 2016 (727 NLP) Sumber Dala 1 Pemakian 208
o - Batas Wilayah, Nama Rupabumi, Bangunan Fasum (PPBW)
SKALA 1:13,000,000 [ T2013¢1.017NLP) Pemutakhiran Tahun 2018 (835 NLP) - ey o

- Transportasi, . Penutup Lahan, Hipsogra (PPRT)
- Perairan (tidak dimutakhirkan)

Sumber: Syafii, 2019

Gambar ¥ Indeks ketersediaan Peta RBI skala 1: 25.000

Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia 29



Bo o~ - - S o ———

Gambar 37 Contoh Peta RBI skala 1: 50.000

3.2.2 Satu Standar

Persyaratan teknis satu standar dalam KSP dimaksudkan untuk menstandarkan
komponen data geospasial yang terdidari unsur spasial (Geometri), atribut, dan
metadata. Dalam hal inistandar komponen unsuspasialdan atributmengacu pada
Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) versi 5.0 SNI ISO 19110:2015 yang disusun oleh
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan mési BIG, sedangkan standanetadata
mengacu pada SNI ISO 191¢ang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BIG Nomor 30
Tahun 2013Tujuan penggunaastandar KUGI adalah untuk mempermudah terwujudnya
penggunaan data secara bersama maupun pertukaran datalyermganfaat bagi pihak
pihakyang memproduksi, mendistribusikan, dan yang menggunakan data geografis.

Penyusunan KUGI dimaksudkan untuk mempermudah pertukaran data dan
pemanfaatan IG digital antar pemangku kepentingan melalui sebuah pemahaman yang
lebih bak akan isi dan makna dari data tersebktJGI merupakan suatu sistem yang

berisi unsur (data spasiallan atribut yangdapat digunakan oleh produsen (Walidata)
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dan pengguna informasi geografis dalam membangun struktur bagisdapasial (PP1G

BIG, 2013)Dalam KUGI versi 5, unsur geografis (FdikglompokkamenjadiA sampai

dengan Z kategoriSetiap kategori dibagi lagi menjadi subkateguibkategoriyang

diidentifikasi dengan karaktdeeduadari sepuluhdigit kode,berupasuatunilai alfabetis

dari Asampai dengan @abel 3.3).

Tabel 3.Xode Kategori dan Subkategori Katalog Unsur Geografis

Kategori Subkategori Kategori Subkategori
Kode Nama Kode Nama Kode Nama Kode Nama
AA Jaring kontrol HA Instalasi Jaringal
geodesi Air Bersih
A Referensi AC Stasiun Pasut HB Instalasi dan
spasial jarimgan listrik
BA Batas wilayah H Utilitas HC Instalasi dan
administrasi jaringan pos,
B Batas penyiaran atau
wilayah komunikasi
BB Batas  wilayah HD Instalasi dan
darat jaringan minyak
dan gas
BC Batas wilayah HE Instalasi dan
laut jaringan
pembuangan
limbah
CA Transportasi HF Instalasi dan
darat jaringan  bawah
C | Transportasi tanah dan laut
CB Transportasi laut I Geologi IA Mineral
CcC Transportasi B Energi
udara
CD Transportasi J TANAH JA Submber  dayeg
perkeretaapian tanah
JB Karakteristik
tanah
DA Tubuh air K Toponimi KA Nama geografis
daratan
D Hidrografi DB Hidrografi pesisir L Kadaster LA Kadastral
DC Informasi LB Datapertanahan
kedalaman
DD Fasilitas M Kebencanaan| MB
perikanan
DE Infrastruktur ZB Hidrologi
kelautamn dan
perikanan
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E Hipsografi EA Relif ZC Oseanografi
F Vegetasi FA Vegetasi alam ZD Sistem Lahan
FB Vegetasi ZE Keanekaragamn
budidaya hayati
GA Permukiman Z Data Khusus | ZH Meteorologi
GB Kawasan Zl Klimatologi
perdagangan
GC Kawasan industri M Rencana Tate
G | Lingkungan Ruang
terbangun GD Pemerintahan ZN Cakupan citrg
satelit
GE Pedidikan Z0 Tata ruang
GF Peribadatan ZP Sumber daya
GG Pariwisata & ZQ Nuklir
Budaya
GH Pemakaman ZR Neraca
Gl Fasilitas
kesehatan
GJ Sosial
GK Kawasan Nuklir

Pengkodeanunsur geografisdalam KUGI ditulis dalam 10 (Sepuluh) karakter.
Karakter pertama dan kedua diisi dengan kode kategori dan subkategori (2 karakter).
Karakter ketiga sampai kesepuluh dari septhahakter kode fitur merupakan suatu nilai
numerik dari 00000000 s.d. 99999999. Nilai ini merupakan identifikasi unsur yaag uni
namun masih memenuhi fleksibilitas. Karakter ketiga dan keempat merupakan
identifikasi untuk kode geometri (Tabel 3.4). Karakketima dan keenam merupakan
identifikasi skala (Tabel 3.5)sedangkankarakter ketujuh, kedelapan, kesembilan dan
kesepuluh merupakan kode unsur. Setiamsur (Fitur) harus diidentifikasi dengan
sepuluhkarakter alfanumerik. *sebagai contoh, unsur "Jalan" dengan geomelyline
padaskalal: 25.000direpresentasikardengankode CA03060160, dengan skema kode

seperi dibawah ini :

0O 3 0 6 0 1 6 O

Kategori | Sub Kategori Geometri| Skala| Kode Unsur
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Tabel3.4. Kode Geometri dan Skala Katalog Unsur Geo@Pi&BIG, 2018a)

Geometri Kode Skala Kode
Point 2D 01 1: 1.000.000 01
Garis/Polyline 02 1:500.000 02
Poligon 2D 03 1: 250.000 03
Point 3D 04 1:100.000 04
Garis/Polyline 3D 05 1:50.000 05
Poligon 3D 06 1:25.000 06
Mesh 07 1:10.000 07

1:5.000 08
1:2.500 09
1:1.000 10

Komponen atribut data geospasta¢rfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik
data grafis (Spasial). Pengkodeatnibut dalam KUGmenggunakan kod&ode untuk
merepresentasikan kategori informasi. Pernyataan format nilai atribut memberikan suatu
interpretasi komputer untuk suatu tipe dat nilai atribut (sebagai contoh: real,
alfanumerik). Selain itu nilai atribut menyatakan arti kualitatif atau kuantitatif terhadap
suatu kode atribut. Atribut dapat digunakan oleh suatu unsur atau banyak unsur, tetapi
perlu diperhatikan hanya atribut yanigenarbenar memiliki arti yang dipilih. Setiap
atribut diidentifikasi dengaikode tiga karakter alfanumerik yang uniSebagai contoh,
atribut "Fungsi Jalan (Road Function)" memiliki kode RFN dan atribut "Kategainal
(Terminal Category)" memiliki kode TMC. Ada dua tipe nilai atribut: nilai kode dan nilai
sebenarnya. Suatu atribut hanya memiliki satu tipe nilai. Nilai kode dapat memiliki
rentang dari 0 s.d. 999 dan setiap nilai hanya memiliki satu arti.ddli@narnya biasanya
merupakan pengukurapengukuran sebenarnyseperti ketinggian,lebar, tanggal,dan
lain-lain. Satuanukuran yang dikaitkan dengan atribut merupakan singkatan sesuai

dengan satuan kode. Nilai kode atribut harus konsistensi logis dandigalikasi.
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Dalam hal metadatapengertian umum metadata adalah data tentang data atau
data yang menjelaskan tentang karakteristik data, terutama yang terkait dengan isi,
kualitas, kondisi, dan cara mengkasesnya. Dalam konteks data geospagitddata
terutama menjelaskan informasi geometri dan atritedperti skala, proyeksi, format,
cakupan area, tanggal pembuatan, sumber data, dan informasi lain yang dianggap
penting Metadata ini berperamenting dalam mekanisme pencarian maupun pertukara
suatu data antar pemangku kepentingan. Sebagaimana yang dijelaskan dald@& UU
Pasal 49 ayat ¢t Sy & St S ywajiB ImNhberitaiDkan kualitas setiap |G yang
RAASESy3aarNr{1tyyel RFEEFY o0SydadzZl YSGIFREFGL

Standar metadata yang diatuathm Peraturan Kepala BIG Nomor 30 Tahun 2013
Tentang Standar Metadata dan/Atau Riwayat Data Dalam Penyelenggarasmntfacu
pada standar 1SO 19115:2003 yang telah diadopsi menjadi SNI ISO 19115:2012 (BIG,
2018a).Standar metadata 1ISO 19115 mempunyai 4@9men dan terdapat 22 elemen
inti (core elementyang dibutuhkan untuk mendiskripsikan data dan memeéikimen
compound(Rolg dibawahnyaRoletersebut terbagi menjadi 11 komponen utama, yaitu
identifikasi, batasan, kualitas data&presentasi spasial, sistem referensi, informasi data,
referensi portal katalog, distribusi, informasi tambahan dan informasi skema aplikasi
(BSN, 2012)Masingmasing komponen metadata menyajikan informasi seppédta
Tabel 3.6

Tabel 3.9nformasi Geografis yang dimuat dalam Metad@&N, 2012)

No Informasi ‘ Kandungan Isi
1 InformasiEntitasFile Metadata Informasi pembuat data seperti bahasa, persg
(Metadata Entity Set Informatiop yang bertanggungjawab, Nama Organis:

Jabatan,Nomor Telepon, Alamat (Nama Jalg
Nama Kota; Wilayah Administrasi; Kode P
Negara), Email , W ebsite , Standar metad
yang digunakan, Versi standar metadata.

2 Informasi Representasi Spasial Informasi spasial da data, seperti Jumlal
(Spatial Representation Informatipn Dimensi, Tipe Topologi, Tipe Geometri, Jum
Obhyek, Ketersediaan Titik Cek, Ketersediaan 1

Kontrol.
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3 Informasi Sistem Referensi Diskripsi sistem referensi yang digunakan sep

(Reference System Informatipn Proyeksi, Bbisoid, Datum, Parameter proyekg
Zona integer

4 Ektensi Informasi Metadata Tambahan elemen informasi apabila elem

(Metadata Extension Information belum termasuk dalam salah satu standg

dengan mencantumkan sumber laman ekte
dan elemernyang ditambahkan.

5 Informasi DasabDataset Informasi dasar, seperti berisi Judul D4
(' Identification Information ) Tanggal Publikasi, Abstrak, Batas Geografis.
6 Informasi Konten Data Infromasi menjelaskan kontemektor atau
( Content Informatior) raster, seperti Deskripsi liputan data (gamba

Deskripsi gambar, Deskripsi katalog unsur yg
digunakan (data vektor).

7 Informasi Distribusi Informasi mengenai bagaimana da
( Distribution Information ) didistribusikan seperti format distribusi, Nam
penyedia data, Laman pemesanan data, Ng
pemesan, Judul data, Deskripsi data.

8 Informasi Kualitas Data Cakupan Data, Tahapan pemrosesan dat
(Data Quality Informatiop Lineage ), Informasi Hasil EvaduéKelengkapar
data, Konsistensi Logis, Akurasi Posisi, Akl
Tematik, Akurasi Temporal).

9 Informasi Penggambaran Katalog Katalog Simbolisasi yang digunakan, be
( PortrayalCataloguelnformation) Tanggal, Edisi, Nama organis@damat, Nomor|
telepon.

10 | Informasi Keterbatasan Penggunaan Dati Deskripsi Batasan Penggunaan Data.
( Constraint Informatior)
11 | Informasi skema aplikasi Penjelasan apabila ada keterkaitan unsur dal
(Application Schema Informatign bentuk skema aplikasi maupun algoritm
tertentu, dijelaskan sumber skema seperti, jud
edisi, no registrasi.

12 | Informasi pemeliharaan Frekuensi pemeliharaan dan pemutakhirg
( Maintenance Informatioi) deksripsi cakupan pemutakhiran, catatq
pemutakhiran.

Selain KUGI dan metadata, persyaratan satu standar juga mencaingar
metode pemetaan tematik. Komponen satu standar dalam KSP berperan untuk
menstandarkan metode pemetaan agar IGT yang dihasilkan akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu, komponen satu standar ini bergunantuk
mempercepat pemetaan di Indonesia karena cakupan wilayalyareg sangat luas dan
untuk menghadapi persaingan global Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)K

menghadapi tantangan ink/L maupun Pemdidak dapat mutlak melakukan pemetaan
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tematik sendiri, walaupun perannya sebagai walidata I®&lam hal ini, standar
pemetaandapat digunakan sebagpengendali kualitas peta yang dilakukan oleh pihak

lain (Nurwadjedi, 2016).

3.2.3 SatuBasisdata

Persyaratan satu basidatdiperlukan untuk menjamin datés mudah diakses dan
dapat dimanfaatkan bersama (Berbagi data) melalui jaringan internet (JBabslsdata,
menurut Healey (1991) adalah sudtumpulan satu file data atau lebittalam bernuk
tabel yang disimpan secara terstruktur sedemikian rupa sehingga data dapat digunakan
oleh perangkat lunalbata Base Manajemen SystdidBMS)untuk tujuan manipulasi,
dan penyajian kembalRetrieva). Basisdata dalam KSP adalah basist&tdasis SIG,
yaitu sistem informasspasial berkomputer yang bersumber ddaita geospasial beserta
atributnya. Dalam basisdata SIG, unsur data spasial lebih penting dari pada atributnya
dan hal inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi laMag@adjediet al.,
1998).

Burrough (1986) menjelaskan bahwa basisdata SIGyangya dikelola dengan
menggunaka®BMS relasional merupakan kompongama perangkat lunakSoftware
SIG dan berfungsi untygenyimpanan, retrieval data, dananalisis spasiaPenggunaan
DBMS inmempunyai beberapa keuntungan, yaitu data terkontrol secara terpusat, data
dapat digunakan bersarmsama secara efisien, keberadaan datdependenceaplikasi
basisdata lebih muda, pengguna mudah mengakses, pengumpuldta terkontrol
(Aronoff, 1989). Selain itu, DBMS juga berperan besar untuk manipulasi dan analisis, serta
penyajian data atribut maupun hubungan antara data spasial dan atribut (Nurwadjedi
al. , 1998).
Untuk kepentingan berbagi data, formadsisdata SIG standar mutlak diperlukan.

DatasetlG berbasis SIG ini akan dapat dimanfaatkan bersama untuk diintegrasikan atau
dipertukarkan apabila difasilitasi oleh satu basisdata (DBMS) yang staBidaudar

basidataSIG dalam KSP mengacu pdoianat geodatase ArcGisyang menggunakan
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DBMS relasiondlGambar 3.8)Geodatabaséni mewadaifeature classes (Spasial), tabel
(non spasial)i-eature DataseRelationship classe&eometrik NetwrokTopologiRaster

Dataset Raster CatalogSurveyDataset ToolboxesBehaviour Rules.

Kunci Primer
S ATUS LAHAN 1 Tabel Atribut 1 Tabel Atribut 2
Area No No Tutupan
1 12 (ha) | Sertifikat Sertifikat | Lahan

Baris ¢m 11 100 S-50 S-50 Teh HM

13 12 50 S-60 S-60 Sawit HGB
14 13 150 S-76 S-76 Sawah GIRIK

———— ss0 P 530 Kopi HM

| I

Kolum Relasi
(Penghubung)

Gambar 3.8 lllustrasi mod&BMSrelasional

Feature Clasess adaldumpulan obyek area (poligon), garis, dan tifilabel
mewadai obyek nonspasial (informasi tabular), seperti tabel pemilik lahan sawah, tabel
pemilik ijin lokasi, dan lainnydeature datasetmewadai feature class(layer) yang
memiliki referensi geosp&d sama.Relationship classemengatur hubungan tematik
antara tabel feature classesatau keduaduanya, dan mendukung integrasi antatata
aslidandestination class

Feature Classd&las fitur) juga dapat dikatakan sebakampulan dari beberapa
feature (Layer) yang memiliki bentuk geometri dan atribut sama. Setiap fitur yang
mempunyai tema teretentu disebut layeFEeature classedalam geodatabasedapat
berupasingle featureatau layer individu dan dapat juga disusun dalsuratu datasets
layer. Semuadatasetslayer dalam sebuajeodatabasemenggunakan sistem koordinat

yang samaGambar 3 memperlihatkan illustragilatasetlayer IGT dalargeodatabase.

Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia 37



Lahan Gambut

Kawasan Hutan

£ . Hak Guna Usaha

Perairan

Penutup Lahan

Sistem Lahan

Gambar 3.9 lllustrasiatasetlayer IGT dalargeodatabase

3.2.4 Satu Geoportal

Persyaratan teknis satu geoportalimaksudkan untuk mengefektifkan dan
mengoptimalkan berbagi pakai data hasil KSP antar pemangku kepentnegiatui
jaringan infrastruktur IGSebagaimana yang diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2014,
berbagai pakai dan penyebarluasan IG dioptimalkan melalui Jaringan Informasi
Geospasial Namal (JIGN).JIGN adalah adalah suatu sistem penyelenggaraan
pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta
berdayagunaJIGN terdiri dardaringan IG Pusat di K/L dan Jaringan IG Daerah di Pemda.
Seluruh simpulgringan IG diintegrasikan oleh penghubung simpul jaringan IG yang ada
di BIGTujuan berbagi pakai data IG melalui JIGN adatéihk membangun pengelolaan
basisdata IG terdistribusi dan terintegrakionfigurasi arsitektur JIGN diperlihatkan pada

Gambar 310.
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Jaringan Informasi Geospasial Nasional

L Jaringan IG Daerah g

(PSJ)

data
Direktorat pengukuhan dan penata Direktorat Konservasl Walidata
qunaan kawasan hutan Tanah dan Alr Direkroral ...
utan, perubahan -RHL, KBR & Con Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan & Enargi Dinas ...
ian fungs! kawasan hutan Mangrove - Kawasan Hutan - Peta Geologi -

*) PerMenLHK No. P.28/MenlhkfSetien/KUM.1/2/2016.

1
1
1 1
' 1 1 B = % V= :
] 1 1 Unit Kerja / Unit Kerja / P s »:
; 1 1 Unit Produksi Unit Produksi [ ) ‘ 1
- - 1
] —-_———
1 1 Eoo N

1 ~ !
' : : Uniit Kliring / gzi 4 i
i P o :

Unit Kerja / 1
1
] ‘ Unit Produksi 1
1 i : :
1 "- I
I Unit Penyebar 1
: Penghubung luasan 1G !
! impul Jaringan !
I 1
' 1
i 1
i 1
i 1
i 1
| 1
i 1
I 1
I 1

Gambar 3.10 Konfigurasi arsitektur JIGN ( Rusmanto, 2017,

Jaringan IQPusat di K/L meliputi Lembaga Tinggi NegématansiPemerintah,
Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisldaegara Republik Indonesia, sedangkan
Jaringan I@aerah meliputi Pemerintah Daerah (Perpres JIGN Pasal 4 ayat 2). Setiap
ingtansi baik di Pusat maupun di Pemerintah Daebaltugas sebagai simpul jaringan.
Seluruh simpul jaringan diintegrasikan oleh penghubung simpul jari(fjerpres JIGN
Pasal 4)Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data
geospasial dan informasi geospasial tertentu (Perpres JIGN Pasal 1).

Simpul Jaringan IG Pusat berada digellangkan simpul jaringan IG Daerah berada
di Pemerintah Daerah Provirgan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Simpul jaringan
IG baik di K/L maupun di Pemerintah Daertdrsebut bertugas sebagai Unit
Kliring/Penyebarluasan I1Getiap unit kliringyang ada di simpul jaringan IKGL dan
Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupatétd memperoleh data geospasial dan
informasi geospasial dari walidata/Unit produksi ddd@alam pelaksanaan KSP, walidata
IGTdi setiap K/L mengacu pada Keputusapala BIG Nomor 27/2019 tentang Walidata
IGT.Walidata IGT di setiap K/L yang sesdangan Keputusan Kepala BIG tersebut
disajikan di Lampiran 1.
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BAB 4

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA



Disahkannya Perpres K&kerupakan wujud nyata komitmen Presiden Joko Widodo
mengimplementasikan UUIG dalam penyelenggaraan [GQntuk mendukung
pembangunan nasiondPerpres KSenjadi dasahukum yangnemberi mandat kepada

K/L/P (Walidata IGTUntuk mewujudkan ketersediaan Satu Peta IGT (Peta tematik) yang
berfungsi sebagai acuan perbaikan peta temdtiknasingmasing sektor dan perbaikan

peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTR&Wp menjadidata fundamental untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan mandat tersebut,
Perpres KSRnemberi amanat kepada para walidata I@ntang kewajiban dan
mekanisme penganggaran, kelembagaan, kegiatan utama, dan Rencana Aksi KSP yang

harus dlaksanakarf{Gambar 4.1).

KEGIATAN UTAMA

TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA

PE RP RES KEBIJAKAN SATU PETA

PADA TINGKAT KETELITIAN PETA
NO. 9 TAHUN 2016 SKALA 1:50.000
(Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016)

KOMPILASI

Proses pengumpulan Informasi
Geospasial Tematik (IGT) yang
dimiliki oleh

- Kementerian/Lembaga saat ini
Perpres No. 9/2016 memuat amanat-amanat berikut: 3

Proses penyelarasan IGT baik yang
telah dimiliki oleh
Kementerian/Lembaga maupun
yang baru dibuat, terhadap
Informasi Gespasial Dasar (IGD)
Kewaijiban dan Kelembagaan Rencana Aksi yang Kegiatan Utama
Mekanisme Struktur Organisasi, disepakati dan Percepatan
Penganggaran untuk Tugas & Wewenang dipatuhi oleh para Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta Mekanisme Kerja Tim pemangku Kebijakan Satu Peta Proses penyelarasan antar IGT,
Percepatan kepentingan termasuk didalamnya penyelesaian
Kebijakan Satu Peta konflik yang terjadi akibat tumpang

tindih hasil Integrasi

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 2016

Gambar 4.1. Ruang Lingkup Kegiatan Perpres K

4.1 Aspek Kelembagaan

Pelaksanaan Perpers KSP melibatanyak instansPemerintah di Tingkat Pusat
(19 K/L) darPemerintah Daerah di 3Rrovinsi. Dalam rangka percepatan peleksanaan
KSP, Pemerintah membentuk Tim Percepatan (ReRres KSP Pasal 5 ayat Ijm

Percepatan KSP mempunyai tugas sebagai berikut:
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1. Melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk ppatan pelaksanaan
KSP

2. Membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permaslahan
dan hambatan percepatan pelaksanaan KSP

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KS pada
umumnya dan rencana aksi percepatan peleksang® gada khususnya

4. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan

pelaksanaan KSP yang telah ditetapkan.

PENGAMBILAN TIM PERCEPATAN KSP
KEPUTUSAN Ketua : Menko Perekonomian
Anggota
1. Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
2.  Menteri Keuangan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang
6.  Sekretariat Kabinet
KOORDINASI TIM PELAKSANA
Ketua : Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)
Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/BAPPENAS
Wakit Ketua 2 : Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri:
SEKRETARIAT
Sekretaris Deputi VI, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian;
Wakil Sekretaris 1 : Deputi Il Kantor Staf Kepresidenan;
Wakil Sekretaris 2 : Deputi IGT, BIG
Satuan Tugas 1 Satuan Tugas 2
TEKNIS KOMPILASI dan INTEGRASI SINKRONISASI

POKJA &

WALIDATA

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 20:

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Tim Percepatan K<

Struktur organisasi Tim Percepatan KSP disajikan pada Gambar 4.2. Tim Percepatan
KSP diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian),
dengan beranggotakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
Menteri KeuanganMenteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Sekreatiat Kabir@am melaksanakan tugasnya,
Ketua Tim Percepatan K8PBantu oleh Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Percepatan
KSP (Perpres KSP Pasayd& 5).Sesuai dengan amanat Perpres KSP Pasal 6 ayat 1, Tim

Pelaksana KSP mempunyai tugas:
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1. Melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan KSP terkait pelaksanaan
Rencana Aksi dan hasil kerja Pokja IGT dan walidata IGT

2. Menetapkan langkahlangkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian
permasalahan dan hambatan teknis percepatan pelaksanaan KSP

3. Menetapkan langkattangkah dan kegiatan prioritasagi Pokja IGT dan walidata
IGT

4. Melakukan monitring dan evaluasi pelaksanaan rencana gkscepatan
pelalsanaan KSP

5. Menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui JIGN.

Ketua Tim Pelaksana KSP adalah KepaldDBl&n melaksanakan tugasnya, Ketua
Pelaksana dibantu oleh Sekretariat Tim Percepatan KSP bgragggotakanSatuan
Tugas 1 (Satgdy dan Satuan Tugas 2 (SatggsSekretaris Sekretariat Tim Percepatan
KSP adalah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah (Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Perekonomyanyy dibantu oleh
Wakil Sekretaris 1 (Deputii@ang kajian dan Pengelolaan Program Prioritas, Kantor Staf
Presiden); dan Wakil Sekretaris 2 (Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG).
Sesuai dengan amanat Perpres KSP Pasal 7 ayat 4, Satuan Tugas-1)(Ssggsinyai
tugas:

1. Melakukan inventasasi dan kompilasi basisdata IGT nasional yang bersumber
dari kementerian/lembagajan pemerintah daerah

2. Melakukan pengelompokan IGT dalam kelompok data IGT status, IGT
perencanaan ruang, dan IGT potensi

3. Melakukanproses integrasi IGT yang mengacu pada IG

4. Mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana AKsi
antara Tim Percepatan KSP dengan kementerian/lembaga, Pokja IGT, dan

pemerintah daerah terutama dalam kegiatan kompilasi dan integrasi IGT

Sesuai dengan amanat Perpres KSP Pasalt bagatga? mempunyai tugas:
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Melakukan sinkronisasi antara data IGT di Pokja IGT status

o P

Melakukan sinkronisasi antar data IGT di Pokja IGT Tata Ruang
Melakukan sinkronisasi antara data IGT di Pokja IGT Potensi
Melakukan sinkronsasi antar kelompok da&i|

Memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait sinkronisasi data IGT

= o o o

Membuat rumusan penyelesaian konflik antar data IGT
g. Mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait perwujudan Rencana AKsi
antara Tim Percepatan KSP dengan K/L, Pokja IGT, daaeripgah daerah

terutama dalam kegiatan sinkronisasi data IGT

Penanggungjawab Satgas adalah BIG (Deputi Bidang Informasi geospasial
Tematik), sedangkan penanggungjawab Safjasdalah Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembanganayiih, Kemenko Perekonomian.

Tim Percepatan KSP dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan, bekerjasama,
dan/atau berkoordinasi dengan K/L, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, badan
usaha, dan /atau atau pihak lain (Perpres KSP Pas&n®yk akuntabilitas kinerja
pelaksanaan KSP, Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan perkembangan
percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden secara berkala 6 (enam) bulan atau

sewaktuwaktu diperlukan (Perpres KSP Pasal 10).

4.2 TargetKegiatan

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres KSP, tujuan pelaksanaan KSP
adalah untuk mewujudkan Satu Peta IGT (Peta tematit)g mengacu pada satu
referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoff@tgétnyaadalah
tersedianya 85 tma IGT terintegrasi dari 19 (Sembilan belas) Kementerian/Lendzaga
Pemerintah Daerah di 34 Provinsi yang dapat diberbagikan melaluiRi@Nk Satu Peta

dari 85 tema terintegrasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam perbaikan peta
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tematik di masingmasing sektor, menjadi acuan dalam melakukan perencanaan tata

ruangyang akurat, dan penyelesaian tumpatirgdih penggunaan lahan.

85

PETA TEMATIK

KEMENTERIAN
LEMBAGA PROVINSI

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 20

Gambar 4.3 Target Kegiatan Kebijakan Satu P

Targetpencapaian IGT terintegrasi yang ditetapkan dalam Rencana Aksi KSP adalah
85 tema IGTyang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu IGT Status, IGT
Perencanaan Ruang, dan IGT Potek®lompok IGT status merupakan IGT yang
mempunyai aspek hukum pengsaan lahan, sedangkan IGT Perencanaan Ruang memuat
aspek perencanaan pemanfaatan ruang dan kelompok IGT Potensi merupakan kelompok
IGT yang memuat informasi mengenai lingkungan, potensi kawasan, serta transportasi
dan utilitas. Ketiga kelompok IGT tersgbdidetilkan dan menjadi Rencana AKsi
pencapaian targepercepatan KSP dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2019
(Gambar 4.4).
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2016

=

Target Kebijakan Satu Peta

Peta Dasar RBI

IGT STATUS 2559000 IGT POTENSI

IGT Transportasi dan Utilitas
Peta Penetapan Kawasan Hutan Bela Balabtian Darlkanan
Peta Pelabuhan Umum
Peta Bandar Udara
Peta Jaringan Jalan dan Kereta Api
Peta Jaringan Utilitas (Pipa Migas,
SPAM, IPAL, TPA)

2. Peta Izin Pemanfaatan Kawasan
Peta Jari
Gardu Induk, Sutet)

= L
Hutan ( IUPHHK-HT & IUPHHKRE) %{)
skala 1: 50.000 <
3. Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
skala 1: 50.000
4. Peta Kawasan Hutan dengan
Tujuan Khusus skala 1: 50.000 .
5. Peta Migas dan Minerba (IUP/KP, RenLBenekGan: Sobo. DAM. don
6.
e
8.

(Hasil Tata Batas) skala 1: 50.000

® N ousrwNs

ldin WKP) IGT PERENCANAAN RUANG et
Pt Pariurahan Sk 1:60.000 | 1o7 perencanaan ruanc [T,

(HGU, HPL, HGB) Peta Air Tanah dan Air Permukaan

Pem PP RTRWN skala 1:

Kompilasi dan Integrasi IGT

1.
Peta Tanah Ulayat skala 1: 50.000 1. 2. Peta Neraca SD Alam (Hutan, Air,
Peta Perizinan Lokasi 1.000.000 Lahan)
(Kabupaten/kota) 2. Peta Perda RTRW Provinsi skala 3. Peta Penutup Lahan
9. Peta Kawasan Khusus (KEK, 1:250.000 4. Peta Lahan Gambut
Kawasan Industri, KPBPB) 3. Peia Perda RTRW Kab/Kota 5 Peta Struktur Geologi, & Jenis Batuan
10. Peta Lokasi Transmigrasi 1: 50.000 a1 60, 0on, 6. Peta Tanah Semi Detil 1:50.000
11. Peta Batas Negara (darat dan laut) 4. P_es'g Perpres RTR KSN skala 7. Peta Curah hujan dan Energi
12. Peta Batas Wilayah Administrasi 4:50.000 8. Peta Daerah Aliran Sungai
Broving 5. Peta RPJMN skala 1: 250.000
TO 6. Peta RKP skala 1:250.000 IGT Peta Potensi Kawasan
13. Peta Batas Wilayah Admnistrasi 5 Sty s Peta Lahan Baku Sawah
Kab/Kota 1: 50.000 £ Fein Kawesen Whaysh 2. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan
14. P B. Admnistrasi D Pertahanan Nasional skala 1: 2 4 0
. Peta Batas Admnistrasi Desa 1.000.0000 3. Peta Bentang Alam Karst
310000 8. Peta RZWP3K Provinsi skala 1: L EoLe s e
250.000 5 Peta Sumberdaya Mineral
6.
7

Peta Potensi Desa (Podes)

9. Peta Bagian RZWP3K skala
1:50.000 Peta Cagar Budaya

Sinkronisasi IGT & Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruan

2V

v Kebijakan Satu Peta sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Kompilasi, Integrasi, dan Sinkronisasi IGT

2019
Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KS

Gambar 4.4 Rencana Aksi Pencapaian Target Kebijakan Sat:

DatasetlGT85 temayang menjadi target pencapaian dalam Rencana Aksi KSP bersumber
dari 19 instansi (K/L) walidata IGfstanstinstansiwalidata IGT dalam pelaksanaan
kegiatan KSP disajikan pada Tabel 4.1. Dari 19 K/L walidatsetap, K/L mempunyai
tanggungjawab penyediaan IG&ng bervariasi, tergantung pada tugas dan fungsinya.
Sebagian besar IGT yang menjadi targg&Padalahskala 1: 50.000.Jenis IGT yang
berskala selain 1: 50.000 terdiri dari peta PP RTRWN skala 1000@08etaPerda RTRW
Provinsi skala 1: 250.000, pee@ta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
skala 1:250.000Peta RKP skala 1:250.00®eta Kawasan Wilayah Pertahanan skala
1:1.000.000 Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.0%$la Rencana Tata R Laut
Nasional skala 1:1.000.00Reta Ketersediaan Air skala 1:250.0@6ta Neraca SD Hutan
skala 1:250.000Peta Geologi skala 1:100.Q0®eta Hidrogeologi skala 1:100.00eta
Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.P@®a Wilayah Pengelada Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNRI1R 1skala 1:250.0QPeta Jenis dan Kekayaan
Perikanan tangkap di WPPNRI skala 1:250.B8ta Batas Administrasi Desa/kelurahan
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skala 1:10.000Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.@&0tar 85 jens IGT
beserta walidatanygang menjadi target KSfsajikan pada Lampirgh

Tabel 4.1 Instansi Penyedia IGT dalam Kegla&

No Nama Instansi Penyedi&s T Banyaknya
Tema IGT

1 | Kementerian Energi dan Sumber Daya MinéE&IDM) 18

2 | Kementerian Peketjaan Umum dan perumahan Ral 11
(PUPR)

3 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertan: 10
Nasional (ATR/BPN)

4 | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 6

5 | Kementerian Perindustrian (Kemerin) 2

6 | KementeriarLingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 9

7 | Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 5

8 | Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 2

9 | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 4

10 | Badan Informasi geospapsial (BIG) 3

11 | Badan Meteorologi, Klimatologi d&peofisika (BMKG) 2

12 | Kementerian Perencanaan Pembangur 2
Nasional/BAPPENAS

13 | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmig 2

14 | Kementerian Pertanian (Kementan) 3
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15 | Kementerian pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbug 2

16 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Keme 1

Perekonomian)

17 | Badan Pusat Statiitik (BPS) 1
18 | Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) 1
19 | Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) 1

Sumber: Sekretariat Tim

4.3 Strategi Pencapaian Target Kegiatan

Secara garis besar, strategi pencapaian target pelaksanaan Perpres KSP yang
dibangun mencakup 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitembangun kesepahaman dan
kesepakatan kerjalengan instansinstansi terkait(stakeholders) proses pelaksanaan
pencapian target, dan berbagi data melalui JIGN (Gambar M&gingmasing tahap

kegiatan dibahas sebagai berikut.

4.3.1Membangun Kesepahaman dan Kesepakatan Kerja derg@keholders

Pelaksanaan kegiatan KSP melibatkan banyak inst@tesh karena itu, kunci
keberhasilan pencapaian target KSP ditentukan digktor koodinasi Pelaksanaa
koordinasi antar instansi tersebut akan berjalan dengan baik apabila ada faktor penguat.
Dalam pelakanaanKSP, Faktor penguat utama pelaksanaan koordinasi antar instansi
adalah Peraturan Presiden Nomor 9/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan KSP (Perpres
KSP).Menurut Handoko (2003), koordinasi merupakan sebuah proses sinergi dan
keseimbangan semua keggat dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lain agar
tercapai tujuan setiap pihak dan tujuan bersama. Secara singkat, koordinasi adalah suatu
proses saling mengerti antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suaftupsn

koordinasi adalah umk meraih dan menjaga keefektifitasan organisasi seoptimal
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mungkin dengan sinkronasi, kebersamaan, keselarasan serta keseimbangan antara
aktivitas yang saling berhubungan; untuk menjalankan pencegahan pada munculnya
konflik dan membuat efisiensi yang apil pada berbagai kegiatan yamgerdependen
dengan kesepakatan yang mengakomodir semua elemen yang berhubungan; dan untuk
menciptakan dan menjaga supaya suasana dan perilaku yang ada saling merespon dan
mengantisipasi pada setiap unit kerja baik yanghbhéungan atau tidak. Hal ini agar
kesuksesan masiagasing unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainya. Untuk
itu dibutuhkan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.
Pelaksanaan koordinasi antar instansi tersebut akanalserj efektif apabila amanat
dalam Perpres KSP sebagai fakienguat pelaksanaan koordinasiijalankandengan

baik oleh pihakpihak terkait Gtakeholders

Mem bangun Kesepahaman dan
Kesepakatan Kerja Stakeholders

Prose sPela ksa naanP encapaia nTarget

Pedoman F f F
kompiasi, kegiatan kegiatan kegiatan ‘pe\aksanam

ntegrasi, dan | = | gompiasi integrasi IGT sinkronisasi
sinkronisasi IGTP = 9 =i et =D | Renaksi KSP

IGT

4 J

Gambar 4.5 Strategi Pencapaian Target Rencana Aksi KSF

Membangun kesepahaman dan kesepakattakeholderstersebut dilakukan
melalui rapat koordinasi dengan instamsstansi terkait yang berperan sebagai walidata

IGT.Pelaksana rapat koordinasi ini adalah Sekretariat Tim Percepatan KSP yang terdiri
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dari Satuan Tugak dan Satuan Tuga (Satgad dan Satgag). Satgad
mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kompilasi dan integrasi IGT dan menjadi
tanggungjawab BIG, sedd@mn Satga® mengkoordinasi kegiatan sinkronisasi IGT dan
menjadi tanggungjawab Kemenko PerekonomiBapat koordinasi diwujudkan dalam
bentuk Rapat Koordinasi Teknis IGT melaui media Pokja IGT (Rakortek PotgalGT)
bentuk klinik IGT dan Rapat Koordn&asionalG (Rakornas IGRakortek Pokja IGT
(Minimal dua kali)ymembahas permasalahan teknis baik teknis maupunte@nis yang
diperlukan, sedangkan Rakornas IG (Satu kali dalam setahun) membahas agenda kerja
yang terkait dengan evaluasi kerja Polk§aT dan perencanaan kerja tahun depan.
Rakornas IG dihadiri olehstanstinstansi walidata IGT dari semua Pokja IGT.

Hasil rapat koordinasi untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan kerja
stakeholdersmencakup pemahaman konsep KSP, pedoman teknis gala&an KSP
(Kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi IGT), prioritisasi wilayah #arjgadwal Rencana
Aksi Pencapaian target KSP. Pedoman teknis pelaksanaan KSP digunakan sebagai acuan
untuk membangun basisdata IGT sekoral terintegRaliaksanaan kegen integrasi IGT
dimulai di wilayah Kalimantan. Pemilihan wilayah Kalimantan ini adalah untuk menindak
lanjuti araharPresiden Rl Joko Widodo pada Sidang Kabinet Terbatas tanggal 7 April 2016
agar pelaksanakan Perpres KSP mendahulukan wilayah Kalimanésa lkkompleknya
masalah tumpangindih penggunaan lahan. Hasil kerja pelaksanaan KSP di wilayah
Kalimantan dapatdijadikan sebagai model kerj@ilot Project untuk diterapkan di
wilayah lainnya.Selain itu, rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Sekaet@im
Percepatan KSP juga menyepakatintuk melakukan verifikasi ketersediaan data MsT
walidata IGT (19 K/L dan 34 ProvirB8rdasarkan hasil verifikasi tersebut, target 85 tema
IGT dalam Rencana Aksi Perpres l&B¥ariasi di setiap wilayah.

Gambar 4.6memperlihatkan jadwapencapaian target kompilasi dan integrasi
IGTyang disesuaikan dengan ketersediaan data hasil verifikasi di walidata IGT. Target KSP

pada tahun 2016 adalah kegiatan Kompilasi dan Integrasi IGT di Kalimantan, tahun 2017
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untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, sedangkan tahun 2018 untuk
wilayah Jawa, Maluku dan Papua. Rencana Kerja Sekretariat Tim Percepatan KSP tahun
2018 yaitu melakukan kegiatan Kompilasi dan Integrasi untuk wilayah Jawa, Maluku, dan
Papua Sinkronisasi IGT tahun 202019 dilaksanakan paralel dengan kegiatan integrasi
IGT.

!

\
SULAWESI ¢ MALUKU

83 IGT 77 1GT

SUMATERA

84I1GT

KALIMANTAN

80 IGT

79 1GT

Ket w - BALI&NT
eterangan : 791GT
- Pelaksanaan Integrasi Tahun 2016 -

Pelaksanaan Integrasi Tahun 2017

Bl Felaksanaan Integrasi Tahun 2018

Gambar 4.6 Jadwal Pencapaian Target Kompilasi dan Integras

4.3.2 Mengendalikan Proses Pelaksanaan Pencapaian Target

Dalam tahapni, Satgasl BIGmemverifikasi data IGT yaigkompilasidari para
walidata. Hasil verifikasi daddata IGT kemudian diserahkan kepada setiap walidata
untuk diintegrasikarterhadap IGD , melalui Rakortek atau Klinik Integrasi IGT minimal
satu kali dalam sebulan. Datadata IGT yang telah terintegrasi kemudian
disinkronisasikan oleh Satgds dari Kemenko Perekonomian.Kegiatan kompilasi,
integrasi, dan sinkronisasi IGT tersebut dikendalikan oleh Ketua Tim Percepatan KSP
(Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) dengan melakukan rapat monitoring dan
evaluasi mimal 2 (dua)bulan sekali. Kemajuan proses pelaksanaan KSP tersebut
dilaporkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan KSP kepada Presiden
secara berkalaetiap 6 (enam) bulan atau sewakttaktu diperlukanTahapan kegiatan

kompilasi, integrasidan sinkronisasi IGT dibahas sebagai berikut.
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4.3.2.1Tahap Kompilasi

Kompilasi datalGT merupakan tahap kegiatan pengumpulan, penyerahan dan
penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata TGjian dari kompilasi IGT
adalah untuknengumpulkan data agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi
IGT. Kompilasi datalGT merupakan tahap kegiatan pengumpulan, penyerahan dan
penyimpanan IGT yang berasal dari berbagai walidata TGjian dari kompilasi IGT
adalah untuk mengumplén data agar dapat dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi
IGT. Secara umum, terdapat tiga tahapan dalam kompilasi IGT yaitu pengumpulan data,

penyerahan data dan penyimpanan data (Gambar 4.7).

Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam tghepgumpulandata yaitu :
penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Pengumpulan Data, penyusunan jadwal
pengumpulan data, penyusunan surat permintaan data ke K/L tertait, penyiapan

berita acara serah terima data, dan catatan status kelengkapan data.

Spesifikasi Pengumpulan
data ata

Berita acara
serah terima

Penyerahan
data

Status
kelengkapan
data

Penyimpanan
data

Data untuk
integrasi

Sumber PPITBIG, 2016

Gambar 4.7 Diagram Alir Kompilasi IGT

Penyerahan data geospasial format digital dengan mengkopi data dari K/L terkait
(Walidata IGT). Setiap penyerahan data IGT perlu dilengkapi dengan berita acara serah
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terima dan status kelengkaparath. Bagi data yang memiliki sifat rahasia maka dalam
berita acara serah terima harus disertakan sifat kerahasiaan Hatangkapan data yang
diserahkan wajib memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
1. Format data vektor: GDB, SHP, DWG, DXF, MIF atau TARidazah format
gambar [JPG, GIF, TIF] atau dokumen [XLS, DOC, PDF] diterima sebagai data

pelengkap.
2. Sistem referensi berupa datum IGT seperti WGS 84 atauZBR &l
3. Sistem koordinat berupa Geografik atau UTM.
4. Skala
5. Jenis data: titik, garis, ataaoligon.
6. Standar basisdata berupdJGI atau non KUGI.
7. Area cakupan.
8. Metadata berupa informasi yang melengkapi proses dan sumber data

geospasial yang diserahkavietadata format pendek berisi :
a) Kementerian/Lembaga penyedia data
b) Tahun Pembuatan
c) Tahun Publiksi
d) Standar yang digunakan
Penyimpanardata merupakan cara menempatkan data geospasial pada tempat
yang aman dan tidak rusak atau hilang dalam rangka menjamin keberlangsungan dan
keberlanjutan ketersediaan 1G. Prinsip penyimpanan harus merujuk kac@dahan
pencarian, pengambilan, dan kemudahan penggunaan bila sewettu diperlukan.
Data IGT hasil kompiladisimpan dalamhard diskatau serveryang dijamin keamanan
datanyadengan sistenbackupyang teratur
Data IGT hasil kompilasi dapat dikeleokkan menjadR (dua) data utama, yaitu
IGT berupa data spasial dan dokumen pendukung (Gambar 4.8). Data spasiapet¢aypa
baik vektor maupun raster, dalam bentuk digital maupun cetak. Peta tersebut menjadi

data utama yang akan diintegrasikan danmksonisasikan dalam format berbagi pakai
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(KUGI: Katalog Unsur Geografi Indonesia) dan metadata dengan mengacu pada dokumen
pendukungnya. Data pendukung berupa dokumen pendukung berupa kamus data,
dokumen standar/pedoman dan peraturgreraturan terkait IGT(Surat Keputusan,

Peraturan Daerah atau yang lainnya).

| KOMPILASI ‘
PN,
Dokumen
IGT Metadata Pendukung

Vektor (Spasial & Raster (Digital & Format Isian Norma/Standar/Pedom
u Atribut) Cetak) Metadata B IEE an/Kriteria S

Sumber: PPFBIG, 2018

Gambar 4.8 Ruang Lingkup Data Hasil Kompilasi IGT

Data IGT dari hasil kompilasi terdiri dari 85 yang dikumpulkan dari Pemerintah
Pusat (29 K/L) dan Pemerintah Daerah (34 Provinsi). Kompilasi IGT dari Pemerintah Pusat
dilakukan melalui kegiatan Klinik IGT di Pusat, sedangkan dari Pemerintah dilakukan

melalui Klinik Daerah. Jepenis IGT yang dikumpulkan dari Pemerintah Rhaeneliputi:

(1) IGT Perencanaan Ruang berupa Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masimgsing merupakan bagian dari
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Kabupaten/Kota;

(2) IGT Batas Wilayah berupa Peta Batas Wilayah iisirasi Provinsi dan Peta
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota yang juga menjadi bagian dalam
Perda Provinsi atau Kapatern/Kota;

(3) IGT Perizinan berupa Peta Izin Lokasi dan Peta Izin Usaha Pertambangan (IUP)
yang diterbitkan oleh Kepala Daerah mel&@uirat Keputusan (SK) Gubernur
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atau Bupati/Walikota serta Peta HGU yang dikeluarkan oleh Kantor

Pertanahan Kementerian ATR/BPN;

(4) IGT Utilitas berupa Peta Utilitas Jalan yang juga dilengkapi dengan Peraturan

Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pola_Ruang
Polaruang

T1HUTAN PRODUKSI
1 HUTAN SUAKA ALAM

1 INDUSTRI

7] KAW.HUTAN LINDUNG

I KL BAGI DAFRAH BAWAHNYA
] KL BAGI DAERAH SETEMPAT
 PERIKANAN

T PERKEBUNAN

7] PERMUKIMAN

] PERTANIAN

1] RAWAN BENCANA

PETA PERDA RTRW

PETA BATAS WILAYAH

PETA IUP, IZIN LOKASI, HGU

PETA UTILITAS JALAN

Sumber: PPIBIG, 2018

Gambar 49 Conbh Jenis IGT Daerah yang dikompilasi

Klinik Daerah merupakan kegiatan kompilasi dan verifikasi yang dilakukan di setiap

provinsi dengan mengundang Dinas dan atau Organisasi Perangkat aerah (OPD) terkait

selaku penyelenggara IGT tersebut. Dalam pela@arklinik Daerah, perwakilan Dinas

dan OPD diwajibkan untuk menyampaikan data terkait keempat jenis IGT tersebut. Data

data tersebut berupa informasi geospasial (peta) dalam bentuk vektor digital beserta

kelengkapan dokumen legalnya berupa Perda, SK &efmerah (Gubernur/

Bupati/Walikota) terkait dengan peta yang disampaikan. Setiap penanggung jawab IGT
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(Dinas/OPD) diberikan berita acara kompilasi dilengkapi catatan atas data dan dokumen
yang disampaikan. Mekanisme pelaksanaan Klinik Daerah secara tkgambarkan

pada diagram Gambar 4.10.

. . Dsts Spasial ’ \
dan Non-Spasial
Penduk ung
Pemerintah Daerah Satuan Tugas 1
(Pemprov dan Pemkab/Pemkot) Sekretariat Tim Percepatan KSP)

Pengecekan Kelengkapan

|

Catatan

Berita
Acara

ahapan
Integras i

Gambar 410 Diagram Alir Kompilasi IGT Daerah

4.3.2.2 Tahap Integrasi

Integrasi IGT merupakan kegiatan penyelarasan IGT terhadap IGD dan standar
basisdata geospasial. Kegiatan integrasin@®mcakup kegiatanerifikasi danediting
data IGTyang dikumpulkan dari para walidata. Tujuan dari integrasi IGT adalah untuk
memastikan kualitas IGT sesuai dengan IGD dan standar yang ditetapkan. Terdapat dua
tahapan dalam integrasi IGT yaitu verifikdan editing data.

Verifikasi IGT dilaksanakan oleh Sathd&lG selaku Penangungjawab kegiatan
kompilasi dan inetgrasi IGT, sedangkan kegi&diingIlGT dilaksanakan oleh masing
masing walidata IGT. KegiataditingIlGT dilaksanakan berdasarkarkeeendasi yang
dihasilkan pada saat kegiatan verifikasi IGT. Secara umum, alur kegiatan integrasi IGT

dalam rangkaian pelaksanaan KSP digambarkan pada diagram alir di Gambar 4.11.
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Data
hasil kompilasi
A4

:

b 4

emenuhi -
Tidak—>,

Ya

‘l' SumberPPITBIG, 2018

Data
. untuk
sinkronisasi

Gambar 4.11 Diagram alir Integrasi IG

Secara umum, verifikasi data dibagi dua menjadi verifikasi terhadap aspek spasial,
atribut, dan metadata. Verifikasi secara spasial dilaksanakan dengan mengacu pada IGD,
terutama terhadap unsur perairan (garis pantai, sungai, danau) tansportasi.
Verifikasi data spasial dilaksanakan mengacu terhadap IGD berdasarkan atas elemen
kualitas data yang disepakati. Elemen kualitas data spasial yang digunakan dalam proses
verifikasi mengadopsi SO 19157 tentang Kualitas Data, sedangagemf#ta atribut
dan metada menggunakan standar yang ditetapkan BIG, yaitu KUGI .

Diagram alir proses verfikasi IGT diperlihatkan pada Gambar 4.12. Pelaksanaan
verifikasi IGT diawali dengan pengecekan data, yaitu yang terkait dengan format data
geopsasial (SHP, DWG, GDB, MIF) ataugeospasial (JPG, GIF, TIF), datum dan sistem
proyeksi, dan skala. Apabila pengecekan data telah selesai, maka proses verifikasi dapat
dimulai, yaitu dengan mengecek I1SO 19157, yang mencakup-aspek

a. Kelenglpan data;
b. Konsistensi logis;

c. Akurasi posisi;

d. Akurasi tematik; dan

e. Akurasi temporal.
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Verifikasi kelengkapan data mencakup elemen kuattaamision(kelebihan data yang
ada dalam sebuah set data) dan elen@nission(ketiadaan data dari suatu set data).
Untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan data diperlukan data pembanding

seperti IGT dari sumber yang berbeda atau citra satelit penginderaan jauh.

Data hasil
kompilasi

Cek data

geospasial? Tidak:

Cek datum &
proyeksi

h
—
Sesuai? Tida Simpan data Server/
Storage

Cek skala

= Peta
dasar?

Akurasi idak
posisi

- Kelengkapan data
- Konsistensi logis
- Akurasi Tematik
- Akurasi Temporal

Laporan Gambar 4.12 Diagram Alir Proses Verifikasi |

verifikasi

Sumber: PPFBIG, 2016
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Verifikasi konsistensi logis dimaksudkan untuk mengecelsitemisi logis yaitu
derajatkualitas data dari aspekepatuhan pada aturaaturan logis struktur data, atribut
dan hubungannya. Struktur data dapat berupa konseptual, logikal atau fisikn/Atgis
ini dapat didokumentasikan dalam spesifikasi produk data yang nantinya digunakan
sebagai acuan seperti dalam evaluasi kualitas data. Konsistensi logis terdiri atas empat
elemen kualitas data:

a. Konsistensi konseptual: kepatuhan pada atuednran slema konseptual;

b. Konsistensi domain: kepatuhan pada nildai pada domain nilai;

c. Konsistensi format: tingkakepatuhan penyimpanardata disimpan dengan
struktur fisikkumpulandata; dan

d. Konsistensi topologis: kebenaran pengkodean secara eksplisit kastkte
topologi suatukumpulandata.

VerfikasiKonsistensi logis dilakukan dengan membandingkan basisdata dengan
standar yang telah ditetapkan sepeKiUGI, SNI, atau peraturan lain seperti peraturan
menteri atau kepala lembaga. Jika terdapatbedaan antara basisdata dan standar yang
disepakati, maka harus dilakukan prosesting.

Verifikasi akurasi posisi dimaksudkartuk mengecekakurasi posisi fitufitur
dalam suatu sistem referensi spasial. Akurasi posisi terdiri atas tiga elerakiagu
data:

a. Akurasi absolut atau eksternal: kedekatan nilai koordinat yang dilaporkan pada
nilai yang benar atau dianggap benar;

b. Akurasi relatif atau internal: kedekatan posisi relatif fitur di suatu kumpulan data
terhadap nilai posisi relatif yang benatau dianggap benar; dan

c. Akurasi posisi data grid: kedekatan nilai posisi spasial data berbentuk grid pada
nilai yang benar atau dianggap benar.

Akurasi posisi dilakukan dengan membandingkan IGT terhadap IGD vyaitu Peta
Rupabumiatau Peta LPPerbandingan dilaksanakan terutama terhadap unsur perairan

(garis pantai, sungai, danau) dan transportasi. Komponen akurasi posisi inintuga
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memastikan bahwa sistem referensi yang digunakan oleh IGT telah mengacu pada SRGI)
2013, serta mempunyai skapeta yang sama dengan skala petl.

Verfikasi akurasi tematik dimaksudkan untuk mengeiteggkat keakuratan peta
tematik terhadap nilai yang ada pada kenyataan atau nilai yang menjadi acuan. Akurasi
tematik terdiri atas tiga elemen kualitas data:

a. Kebearan klasifikasi: perbandingan keleslas yang diberikan ke fitditur atau
atributnya dengan nilai acuan (misalnya survei lapangan atau data acuan);
b. Kebenaran atribut noikuantitatif: ukuran apakah atribut nekuantitatif benar
atau salah; dan
c. Akurasitribut kuantitatif: kedekatan nilai suatu atribut kuantitatif pada nilai yang
benar atau dianggap benar.
Untuk melakukan uji akurasi tematik diperlukan standar klasifikasi tema yang sudah
ditetapkan dalam dokumen SBiau peraturan yangperlaku.

Verifikas akurasitemporaldimaksudkan untuk mengecek kulitas atrikemporal
dan hubungan temporal antar fitur. Akurasi temporal terdiri atas tiga elemen kualitas
data:

a. akurasi waktu pengukuran: kedekatan waktu pengukuran yang dilaporkan dengan
nilai yang diteima atau diketahui sebagai nilai yang benar;
b. konsistensi temporal: kebenaran urutan kejadian; dan
c. validitas temporal: validitas data terhadap waktu.
Dalam pengujian terhadap akurasi temporal perlu diketahui waktu pengambilan data dan
perubahan tematerhadap waktu. Sebagai contoh, untuk pemetaan dampak bencana
akan lebih valid dilakukan pada waktu yang tidak lama dari kejadian bencana.

Berdasarkan pada data hasil verfikasi yang dilakukan oleh ShtB&S, para
walidata IGT melakukan editing dataroBes editing data dilakukan sesuai dengan
rekmonedasi hasil verifikasi yang terdiri dari hasil pengecekan (Faormat data, datum dan

sistem pryeksi, dan skala) dan kualitas data.
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Editingdata IGT yang terkait dengan format data sg@ospasial (JPG, GIH;) dan
dokumen (XLS, DOC, PDF) diakukan dengan melakukan konversi data kedalam format
geospasial, seperti dengan digitasi. Data geospgsaiad) belum memiliki georeferensi
perlu distandarkan denganisgem koordinatgeografis dan datunbatum : SRGI 2013
sesuai dengan Peraturan Kepala BIG Nomor 15/2013 tentang Sistem Referensi Geospasial
Indonesia 2013.Jika data IGT memiliki skala yang lebih besar dari IGD, maka harus
dilakukan proses generalisasi; ddw@ Jika skala IGT lebih kecil dari skala I&déka perlu
dilakukan pendetailan data dengan survei ulang atau menggunakan data citra
penginderaan jauh yang memiliki skala yang setara denganR@&Bes generalisasi atau
pendetailan data geospasial dilakukan pada aspek geometrik dan informasi teraatikny

Editing data yang terkait dengan kesalahan kelengkapan data dilakukan dengan
menggunakan data lapangan data citra penginderaan jauh, agar kesalahan commission
dan pmmission dapat diperbaiki. Yang terkait dengan kesalahan konsistensi logis, editing
datadilakukan dengan 4 (Empat)jenis ketidak konsistenan data, yaitu :

a. Data yang tidak konsisten secara konseptual: Editing dilakukan dengan melihat
konsep dasar dari objek tematik yang dipetakan. Contoh : jika terdapat poligon
mangrove yang di puncak gumg, maka poligon tersebut perlu dihapus.
Keberadaan mangrove biasanya diasosiasikan dengan laut, pesisir, daerah rataan
pasang surut, atau daerah datar bersubstrat lumpur, sehingga mustahil mangrove
terdapat di puncak gunung;

b. Data yang tidak konsisten sga domain: Editing dilakukan dengan melihat dari
standar nilai/domain dari objek tematik yang dipetakan. Contoh : peninjauan
kembali dari data ph air dengan nilai 18,karena nilai ph air miliki rentang antara 0
- 14,

c. Data yang tidak konsisten secara fotmédditing dilakukan dengan cara
melakukan migrasi dari format data awal ke format geodatabase KUGI; dan

d. Data yang tidak konsisten secara aturan topologi data: Editing dilakukan dengan

melakukan membenarkan kesalahan topologis sesuai dengan aturan t@golog
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yang berlaku pada data tematik tersebut. Contoh : poliggmoligon yang gap
pada data penutup lahan perlu diisi, karena salah satu aturan topologis dari data
penutup lahan adalah tidak oleh ada gap antar poligon
Editingdata IGT yang terkait dengan kesalahan posisi memperhatikan tipe fiturnya.
Pada datalGT bertipe titik, editing dilakukan dengan cara mengubah koordinat/posisi
ke koordinat/posisi yang dianggap benar. Pada d&# bertipe garis atau polyggn
editing dilakukan jika kesalahan posisi tersebut bersifat sistematik. Kesalahan posisi
bersifat sistematik adalah kesalahan posisi yang besar dan arah pergeseranya relatif sama
pada semua lokasi yang tercakup pada data tersebut.
Editingdata IGT yang terkailengan kesalahan tematik dilakukareinterpetasi
melalui survei lapangan, citra penginderaan jauh resolusi tinggi, atata geospasial
sejenis pada lokasi yang sama dengan kedalaman informasi serta akurasi tematik yang
lebih tinggi. Editing data IGKarena kesalahan temporal tidak dilakukan
Secara ringkas, integrasi IGT adalah penyelarasan IGT terhadap IGD melalui proses
verifikasi yang mencakup penyesuaian IGT terhadap peta dasar (Peta RBI), konsisten
topologi, dan konsistensi atribut. Kriteneenyesuaian/pengecekan mastngasing aspek
tersebut adalah sebagai berikut.
a. Kesesuaian terhadap peta dasar
Beberapa IGT memiliki keterkaitan terhadap uagnsur peta dasar, bahkan
menjadi bagian dalam unswmnsur peta dasar. IGT yang demikian harus
disesuaikan  geometri (lokasi dan bentuk) di dalam RBI dengan
memperhatikan kenampakan citra satelit yang ada untuk validasi akurasi
posisi pada level skala 1:50.000. Sedangkan beberapa IGT yang tidak memiliki
keterkaitan dengan unsur peta dasar diverifkasecara langsung
menggunakan citra satelit. Unsur peta dasar yang digunakan dalam verifikasi
baik pada IGT dengan format titik, garis dan area utamanya berupa garis
pantai, hidrografi dan batas wilayah.

b. Konsistensi topologi
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Kriteria topologi dalam integsi digunakan untuk memverifikasi kelayakan
spasial IGT. IGT harus memenuhi kriteria topologi (khususnya yang area)
berupa:

a. Tidak ada overlap antar fitur yang digambarkan

b. Tidak ada gap antar fitur yang digambarkan

Kriteriakriteria tersebut diberlakukan sara umum untuk semua unsur IGT,
namun dengan memperhatikan karakter dari tema yang digambarkan
karena sebagian tema tidak dapat diterapkan kriteria tersebut.

c. Konsistensi atribut

Atribut data menjadi satu kesatuan dengan data spasial dan IGT. Kelengkapan
atribut data, terutama untulield utama primary field menjadi kriteria dalam
integrasi IGTPrimary fieldmerupakanfield yang berisi informasi utama atas
obyek/fitur IGT yang digambarkan, berupa identitas atau nama seceagae
Tidak jelas/adanygrimary field mengurangi informasi IGT, karena hanya

sebatas sebarannya saja yang tergambarkan.

KESESUAIAN PETA DASAR KONSISTENSI TOPOLOGI KONSISTENSI ATRIBUT

IGT

~

() ADMINISTRASI_AR_SOK [ED SUNGAI_AR_50K
=) ADMINISTRASI_LN_S0K (SJSUNGAI_LN_50K

(=) GARISRPANTAI_LN_S0K

« Konsistensi penulisan (record & field)
« Struktur atribut distandarkan dalam
struktur KUGI

IGT harus mengacu pada IGD

Sumber: PPIBIG, 2016

Gambar 4.13 Proses Integrasi IGT dalam
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4.3.2.3 Tahap Sinkronisasi

Sinkronisasi IGT adalah rangkaieggiatan penyelarasan terhadap IGT yang

dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan atau Pemda (Permenko Perekonomian, 2019).

Tujuan utama sinkronisasi IGT adalah untuk penyelesaian turrpadig penggunaan

lahan. Pelaksanaan sinkronisasi IGT tersebut meBalftiga) tahapan kegiatan, yaitu

identifikasi tumpangindih, analisis penyelesian tumpatigdih, dan pelaksanaan

penyelesian tumpangndih (Gambar 4.14). Sumber data untuk sinkronisasi IGT adalah

datasetIGT yang telah terintegrasi, terutama IGT ssaflGT yang terkait dengan aspek

hukum).

KEMENTERIAN/ PEMERINTAH
SEKRETARIAT TIM PKSP LEMEAGA DAERAH TIM KOORDINASI
|

IGT

Mulai Hasil integrasi Identifikasi Tumpang Tindih

Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI)

|

Analisis Penyelesaian Tumpang Tindih

Rekomendasi penyelesaian
tumpang findih

|

Pelaksanaan Penyelesaian Tumpang Tindih

Produk hukum dan IGT yang telah
disinkronisasi dan tidak lagi
terdapat tumpang tindih

l

Produk hukum
Selesai dan IGT hasil

Sinkronisasi

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 201

Gambar 4.14 Diagram Alir Tahap Kegiatan Sinkronisasi IGT
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Tahapan identifikasi tumpandgndih  dimaksudkan untuk mengidentifikasi
permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan. Startegi yang diterapkan adalah
RSy 3y YSyRI KdzZ dz] I y dISGvIo|Slyyiédz] | I & 1@&ESINY & layf B
batas wilayah administrasi, layer kawasan hutan, dan layer RTRW Provinsi, dan
Kabupaten/Kota. Strategi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses
penyelesaian isu tumpang tindih IGT lainnya.. Pada tahapp@nf G dzl 'y € I & SN
¢CHLarryé (Fglalys (SLI adAl yaydr pémbdntukaryd y & |
dibahas dengan walidatanya. Terkait dengan batas wilayah admnistrasi dipastikan apakah
sudah definitif atau masih indikatif. Terkait dengan layer kawasatan dipastikan
apakah sifatnya sudah penetapan atau masih penunjukan, atau masih ada masalah
dengan batas wilayah adiminsitrasi Provinsi, Kabupaten/Kota. Tekait dengan layer RTRW
Provinsi dan Kabupaten/Kota apakah masih ada masalah dengan batasakalutan.

Apabila layef | & S NJ LI Rl at Sadtr ¢Fal11Fyé 1reélatlby

maka prosesverlayantara IGT status yang diinginkan dapat dimulai.

Akhir o . . .
; L Mekanl_sm.e Penyelesaian Isu-isu
> wy Jaringan Jalan Strategls .
e e 1. Batas Wilayah
N i - Data Spasial Lainnya Perlu kesepakatan penetapan batas
" wilayah yang masih indikatif (60% indikatif
& dan 40% definitive) yang akan digunakan
4 - Y ;
<3 et - Bgﬁja:ﬁ?\"z’i’:\ [aankaar;i(?%wélzg?w’ I’:‘o?(;)s\‘ IUP, Trans) ur]tu K, dasar meletakkan peta-peta tematik
25 - Kawasan (KEK, KI, KPBPB] lain di atasnya.
g - Izin Kawasen Hutan (IUPHHK, HTR, KHDTK)
s + - Perda Tanah Ulayat

n

. Tematik Kawasan Hutan
Perlu penyelesaian (jika ada perbedaan)

> - Penunjukan Kawasan Hutan / Penetapan Kawasan Hutan
- Perda RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota peta kawasan hutan dengan peta batas

wilayah, dan mendorong percepatan

Urutan Penyelesaian

~gE penetapan peta Kawasan Hutan 1: 50.000
L Sebagai baseline ponyusunan peta RTRW
¥ %o, . - Batas Wilayah Administratif Definitif (Permendagri) Kab/Kota dan keperluan lainnya
"y ’/44? - Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI):
n " - Batas Wilayah Administratf Indikatif, dan Garis Pantai . i
\_\-5 = ///>) - Tutupan Lahan/CSRT', Toponimi’, Bangunan', Fasum!, Garis Kanteur', 3. ;enl]a“k Tatla Rt_lang.kW|Iaévah (IETI;W)
> Transportasl {Jalan)'-dan Sungal’ erlu penyelesaian (jika ada perbedaan)
Awal N . peta RTRW dengan peta batas wilayah
Tidak dilakukan perubahan! (PI’OVInSI danKab/KOla)
Metode F Isu Satu Peta: peny peta .
pembentuk peta "tatakan” kawasan. Hal ini akan mempermudah proses penyelesaian isu tumpang tindih 4. Overlay Tematik Perijinan dengan
IGT lainnya Kawasan Hutan

Hal 4

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 20
Gambar 4.15 Strate@inkronisassi IGT

Berdasarkan hasil IGT terintegrasi, berbagai permasalahan tumijatig antar

IGT dapat teridentifikasi. Permasalahan tumpd#indih ini tidak dapat diselesaikan dari
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aspek teknis saja karena menyangkut IGT status yang berimplagesiaspek hukum,
memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi berbagai pihak, dan memerlukan berbagai
pihak untuk penyelesaiannya. Isu IGT status yang tumpadidy dan perlu disesesaikan
meliputi IGT perijinan dalam kawasan hutan, IGT ljin Usaha PenaabglUP) , IGT
wilayah Kerja Migas, IGT Hak Guna Usaha (HGU), IGT Hak Guna Bangunan, IGT Halk
Pengelolaan Laha(HPL), IGT lIzin Lokasi, dan IGT Lokasi dan Kawasan Transmigrasi.
Dengan menggunakan perangkat lunak SIG, {eyer IGT status tersebut dimypang
susunkan@verlay dengan layef | @ SNJ at SaGF ¢FaF{Fyée 1Fgl al:

Sinkronisasi Perlu Dilakukan untuk Menyelesaikan Permasalahan
Tumpang Tindih Antar IGT @SATU e

kualitas IGT terhadap IGD".

KOMPILASI SINKRONISASI
\GTkp  Penyelesaian isu tumpang tindih antar IGT. Tahap Sinkronisasi akan dimulai dengan
Sinkronisasi antar IGT Status
Setelah melalui proses Integrasi, telah teridentifikasi berbagal (IGT yang terikat oleh produk hukum)
u u permasalahan tumpang tindih antar IGT. Permasalahan tumpang
, , tindih ini tidak dapat langsung diselesaikan di level teknis karena :
= Berimplikasi pada perubahan produk hukum Isu tumpang tindih
yang sehingga
o pada IGT harus didukung dengan penyesuaian
Database Sekretariat da produk huk
atabase Sekretariaf pada produk hukumnya. > ,‘\‘>
e R IGT Lokasi dan Kawasan
Lheeldsll Memiliki dampak sosial dan ekonomi yang %‘ ) Tranemieael
Koreksi dan perbaikan Bedar Bagl Berbagal pIRak Sahingga \«:"\b & - (6T lin Lokasi

penyelesaian isu tumpang tindih tidak dapat
dilakukan semata-mata di level teknis EEaCEHaL, e IR
==+ IGT Wilayah Kerja Migas

Melibatkan berbagai pemangku

sehingga p isu
tumpang tindih perlu dikomunikasikan ke
seluruh K/L dan Pemda, serta pemangku
kepentingan terkait lainnya

o |
Untuk itu, diperlukan upaya Sinkronisasi antar IGT
yang komprehensif dan inklusif.

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 20:

=+ IGT Izin Usaha Pertambangan

IGT Izin di Dalam Kawasan
Hutan (IUPHHK, HTR, KHDTK)

IGT Rencana Tata Ruang Wilayah

00

=+« | IGT Kawasan Hutan

«++ | IGT Batas Administrasi

Peta Tatakan

Gambar 4.16°roses Sinkronisasi antar IGT untuk Penyeles
TumpangTindih Pemanfaatan Lahan

Hasil analisa spasiaderlayantar IGT status menghasilkan 3 (tiga) rumusan tipologi
permasalahan tumpantgndih, yaitutidak bermasalah, tidak bermasalah dalam kondisi
tertentu, dan indikasi bermasalal{fPermenko Perekonomian, 2019 Pasal 10). Tipologi
tumpangtindih tidak bemasalah teridentifikasi sesuai dengan ketentuan peratuturan
perundangundangan. Tipologi tumpartgndih tidak bermasalah dalam kondisi tertentu
teridentifikasi diperbolehkan karena persyaratan tertentu. Tipologi tump@mdjh
indikasi bermasalah terigifikasi tidak sesuai dengan ketentuan peratuturan

perundangundangan. Hasil rumusan+&ini dipetakan menjadi Peta Indikatif Tumpang

Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia 67



Tindih IGT (PITTI).

Sesuai dengan Permenko Perekonomian No.2/2019 Pasal 13, PITTI ditetapkan oleh
Menko Perekonomiaisetelah divalidasi di lapangan oleh Tim Percepatan KSP bersama
instanstinstansi terkait. Hasil rumusan PITTI yang sudah disepakati kemudian
ditetapkan oleh Menko Perekonomian dan dijadikan sebbgselineuntuk penyelesaian

tumpangtindih (Permenkd®erekonomian 2019 Pasal 13).

Permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan yang teridentifikasi dalam PITTI
diselesaikan dengan penentuan skema prioritas dan merumuskan rekomendasi
penyelesaian tumpang tindih. Penentuan prioritas skema diusulkan olebt&eat Tim
Percepatan KSP dengan mempertimbangkan usulan K/L dan atau Pemda, arahan Tim
Percepatan KSP, arahan strategis dari Presiden, dan atau ketentuan peraturan

perundangundangan (Permenko Perekonomian No0.2/2019 Pasal 15),

Dalam merumuskan penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan, Tim
Percepatan KSP berkoordinasi dengan K/L dan atau Pemda. Peraturan yang digunakan
dalam penyelesaian tumpang tindih tersebut memperhatikan prinsip legitimasi hukum,
penghormatan hak masyarakatemaminan kepastian berinvestasi, dan keberlanjutan
Lingkungan (Sekretariat Tim Perce[atan KSP, 2019). Perumusan rekomendasi pada setiap
skema prioritas dilaksanakan paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak
penetapan skema prioritas. Hasil perusan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih
yang disepakati dengan K/L atau atau Pemda dituangkan dalam berita acara untuk
disampaikan kepada Menko Perekonomian (Permenko Perekonomian No0.2/2019 Pasal
16).

Hasil rumusan rekomendasi penyelesaian tumpdmglih penggunaan lahan
dilaksanakan oleh K/L dan atau Pemda terkait, dengan diawali dengan menyusuna
rencana aksi. Pelaksanaan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih penggunaan lahan
tersebut dipantau oleh Tim Percepatan KSP (Permenko Perekonomiar2Bi®2Pasal

68 Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesi:



17). Apabila permasalahan tumpang tindih penggunaan lahan yang sudah tuntas, maka
dilakukan penyesuaian peraturan perundamgdangan, produk hukum, dan atau IGT
sesuai dengan rencana aksi. Hasil penyelesaian permasalahan tumpang tindih
pengainaan lahan berupa produk hukum dan basisdata IGT hasil sinkronisasi disimpang
dalam geoportal KSP (Permenko Perekonomian No0.2/2019 Pasal 19). Basisdata IGT hasil
sinkronisasi tersebut sifatnya sud@hand C(C:cleansudah terintegrasi terhadap 1GD,

clear:antar IGT Sudah tidak ada tumpang tindih).

4.4 Capaian Target

Sekretariat Tim Percepatan KSP telah menyelesaikan kegiatan kompilasi dan
integrasi IGT secara nasional sebanyak 84 dari 85 tema (99%) dari 19 K/L dan Pemda di
24 Provinsi. Satu Temall@ang belum terintegrasi adalaReta Batas Desa/Kelurahan
skala 1:10.000. Apabila ditinjau berdasarkan capaian di setiap wilayah, capaian integrasi
IGT di Kalimantan sebesar 92% (74 dari 80 IGT), Sumatera 95% (80 dari 84 IGT), Sulawesi
95% (79 dari 885T), BalNusa Tenggara 91% (72 dari 79 IGT), Jawa 82% (73 dari 79 IGT),
Maluku 86% (66 dari 77 IGT), dan Papua 82% (64 dari 78 IGT). Data capaian integrasi IGT
di setiap pulau tersebut menunjukkan bahwakupan ketersediaafenis IGT di wilayah
berbedabeda. Jenis IGT yang telah terintegrasi sebagian besar (86%) merupakan hasil
kompilasi dari data yang telah tersedia dari K/L/P walidata. Terdapat 8 tema IGT (9%
dari 85 tema) belum terintegrasi karena sifatnya merupakan data pengadaan baru dan
calupan penyediannya belum lengkap (Dalam proses penyelesaian), sebagai contoh peta
penutup lahan skala 1: 50.000, peta sistem lahan skala 1: 50.000, peta morfometri skala
1: 50.000, dan peta administrasi batas desa skala 1:10.000. Terdapat 4 tem&dGT (5
dari 85 tema) merupakan jenis IGT yang memang tidak terdgdiaature sebagai
contoh peta lahan gambut di pulau Jawseta sebaran jaringan rel dan stasiun kereta

api skala 1:50.000 di Papua.
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A}

SUMATERA
80/84 1GT
(95%)

SULAWESI © MALUKU
79/83 IGT 66/77 IGT
(95%) (86%)

KALIMANTAN
74/80 IGT
(92%)

JAWA
73/79 IGT
(82%)

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan K3P1&

Gambar 4.17 Capaian Kompilasi dan Integrasi |

Sampai dengan awal bulan Juli 2019, capaian sinkronisasi antar IGT sektor
kehutanan, tata ruang, pertambangan, dan pertanahan diperlihatkan pada Gambar 4.18.
Luas Tumpangndih Penggunaan Lahan yang Teridentifikasi (PITTI) di Kalimantan adalah
10.435.9D ha (19,3% terhadap luas wilayah 53.983.830 ha), di Sumatera 6,473.872 ha
(13,3% terhadap luas wilayah 48 48.627.031 ha), di Jawa 1.435. 952 (10,7% terhadap luas
wilayah 13.478.342 ha ), di Sulwesi 3.644.734 (19,6% terhadap luas wilayah 18.634.105
ha),di Bali dan Nusa Tenggara 2.009.865 ha (27,3% terhadap luas wilayah 7.370.558 ha),
dan di Maluku dan Papua 15.356.626 ha (31,2% terhadap luas wilayah 49.311.273 ha).
Penyelesian permasalahan tumpatgdih penggunaan lahan di wilayatilayah
tersebut menjadi pekerjaan rumah Sekretariat Tim Percepatan KSP. Karena masalah
tumpangtindih menyangkut IGT status (Berdampak hukum), maka penyelesaian
sinkronisasi IGT akan memerlukan waktu lebih lama daripada penyelesaian integrasi IGT

yang sifatnya lebih tenis.
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PETA INDIKATIF TUMPANG TINDIH
(Peta RTRWP/K, Peta Kawasan Hutan dan Izin serta Hak Atas Pemanfaatan Tanah)

Catatan: Identifikasi

tumpang tindih belum
memperhitungkan
keselarasan internal tata
ruang (RTRW-P vs RTRW-K)

Tipologi

Kalimantan Sumatera Sulawesi Ball dan Nusa Jawa Maluku dan Papua
Tenggara

Luas Wilayah 5§3.983.830 Ha 48.627.031 Ha 18.634.105 Ha 7.370.568 Ha 13.478.342 Ha 49.311.273 Ha
Luas Tumpang Tindih 10.435.919 Ha 6.473.872Ha 3.664.734 Ha 2,009.866 Ha 1.436.952 Ha 15.386.626 Ha

% Tumpang Tindih

taadag e Yilayeh 19,3% 13,3% 19,6% 273% 10,7% 31,2%

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 2019c

Gambar 4.18 Capaian Sinkronisasi I(

Untuk penyelesaian tumparindih penggunaan lahan, Sekretariat Tim Percepatan
KSP sedang mengembangkan peraturan yang mempertimtimbamykesip legitimasi
hukum, penghormatan hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi, dan
keberlanjutan Lingkungma Prinsip legitimasi hukum merupakan faktor utama yang harus
dipertimbangkan karena penyelesaian tumpdimglih penggunaan lahan menyangkut
masalah hukum. Penghormatan hak masyarakat diperlukan karena untuk menjaga
jangan sampai masyarakat lokal merabaugikan. Penjaminan kepastian berinvestasi
diperlukan untuk menjaga jangan sampai masalah tumgsmh penggunaan lahan
merusak iklim investasi yang dapat menghambat pembangunan kawasan dan
infrastruktur. Prinsip keberlanjutan lingkungan diperlukamuk menjaga kelestarian
sumberdaya alam sebagai modal dasar pembangunan nasional berkelanjutan.

Mengingat permasalahan sinkronisasi IGT berkaitan dengan aspek hukum, aspek
sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan; maka Tim Pecepatan KSP dalam

penganbilan keputusan penyelesaian tumpatigdin penggunaan lahan akan
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bekerjasam dengastakeholders.Skema pengambilan keputusan dalam sinkronisai IGT
akan dilakukan secara berjenjang (Gambar9y%.1 Sesuai dengan Permenko
Perekonomian Nomor 2 TahuP019 Pasa 16 ayat 2, Tim Percepatan KSP dalam
merumuskan rekomendasi penyelesaian tumpdingih mempertimbangkan usulan K/L

dan atau Pemda. Selain itu, jika dibutuhkan, dapat pula dilakukan analisis terkait lainnya
(seperti analisis sosiekonomi dan analisis lingkungan hidup) untuk penyelesaian

permasalahan tumpangndih (Sekretariat Tim Percepatan KSP, 2019e)

Skema Pengambilan Keputusan secara Berjenjang

Pengambilan Keputusan

& N
I’ ¥ \

2.0 fip | =

Pembahasan di Rapat
Pembahasan antar Pembahasan di Rakor Terbatas atau Sidang

Sinkronisasi oleh K/L level Eselon 1 Menteri Kabinet (Presiden)

Satgas 2 Sekretariat

Tim Pelaksana PKSP
- Nota 1. Moratorium

Kesepahaman, = Perizinan

. Moratorium —( 2. Regulasi Baru

Perizinan 3. Deregulasi
. Regulasi Baru
. Deregulasi

Bentuk Keputusan Enkekomendasimot

a Kesepahaman

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan KSP, 2019

Gambar 4.19 Skema Pengambilan Keputusan dalam Sinkronisas

4.5 Berbagi Data IG melaui JIGN

Hasil kegiatan Perpres KSP berdptaset85 tema IGT terintegrasi dipublikasikan
di Geoportal KSP untuk diberbagikan melalui JIGN. Pelaksanaan berbagi data IG yang
ada di Geoportal KSP tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 dan tentang Kewenangeses untuk Berbagi Data dan Informasi

Geospasial melalui JIGN dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
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Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Berbagi Data Dan Informasi

Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospaksiaional.

Menurut amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

Pasal 1, berbagi data 1G hasil kegiatan KSP diperuntukkan kepada pemegang akses yang

terdiri dari:

1.
2.
3.

Presiden dan Wakil Presiden,
Menteri Koordinator Bidang Perekonaam,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional,

. Kepala Badan Informasi Geospasial,

4
5.
6
7

Menteri atau pimpinan lembaga,

. Gubernur,
. Bupati/Wali Kota.

Setiap pemegang hak akses tersebut memiliki kewenangan sak adata yang berbeda

beda.

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 dan Pasal 5,

kewenangan hak akses data diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1.

3.

Mengunduh pemegang akses memiliki kewenangan mengunduh dan melihat
Data dan Informasi Geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi
Geospasial Nasional

Melihat : yaitu pemegang akses memiliki kewenangan melihat data dan
informasi geospasial secara langsung melalui Jaringan Informasi Geospasial
Nasional

Tertutup : yaitupemegang akses tidak memiliki kewenangan mengunduh dan

melihat data dan informasi geospasial

Ketujuh pemegang akses memilki kewenangan akses yang tertuang dalam

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 dan Pasal 5, yaitu
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1. Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan
tertinggi mendapatkan akses terhadap Geoportal (mengunduh dan melihat)
seluruh data IGT

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri PPN/Bappenas dan
Kepala BIG yang merupakan gota tim percepatan kebijakan satu peta
memiliki akses untuk mengunduh dan melihat sama halnya seperti Presiden
dan Wakil Presiden.

3. Menteri atau pimpinan lembaga memiliki kewenangan akses untuk mengunduh,
melihat, dan/atau tertutup. Selain itMenteri atau pimpinan lembaga wajib
menyampaikan secara tertulis daftar pejabat pemegang akses dan penerima
mandat akses (mengunduh, melihat, dan/atau tertutup)

4. Kepala Daerah terdiri atas gubernur dan bupati/walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan akses mengunduh,
melihat, dan/atau tertutup. Kepala Daerah dapat memberikan mandat akses
kepada pejabat sesuai dengan peratuparundangundangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 2, pemegang hak akses data dapat memberikan
mandat hak akses kepada pejabat ldtemegang hak akses data dapat me@ges data

hasil kegiatan Perpres KSP yang dipublikasikan di Geoportal KSP.

Geoportal KSP merupakan wadah berbagi data dan IG melalui JIGN yang memuat
dataset85 IGT terintegrasi hasil kegiatan Perpres KSP. Geoportal KSP dapat diakses pada
alamathttp://portalksp.ina-sdi.or.id(Gambar 4£20). Untuk mempermudah berbagi data,

85 tema IGT di dalam Geoportal KSP dikelompokkan menjadi 7 kelompok tema, yaitu
Batas Wilayah, Kawasan Khusus dan Transmigrasifafamy Perencanaan, Perizinan
dan Pertanahan, Sarana dan Prasarana, serta Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Gambar

4.21). Nama setiap jenis IGT dari kelompok IGT dalam Geoportal KSP disajikan di Lampiran
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2, sedangkan pedoman untuk mengunduh data IG di GealpKSP dapat dilihat di

Lampiran 3.

Geoportal KSP

%% Kebijakan Satu Peta

DAFTAR LAYER

VI BATAS WILAYAH i
v
Peta Batas Administrasi Prov
Peta Batas Administrasi Kab
Peta Batas Darat Negara
> Epeta Batas Laut Negara
[ caris Pantal indonesia

>[] SARANA PRASARANA
'

>[] KAWASAN KHUSUS DAN TRANSMIGRAS!
]

2] KEHUTANAN
v

>[J PERENCANAAN RUANG
v

Gambar 4.20 Geoportal KSP untuk Berbagi Data 1G (Rusmanto, 20:

205+ o

A% BATAS WILAYAH Tema +
="" (Garis Pantai) 10 Layer
BN® KAWASAN KHUSUS &

= TRANSMIGRAS! Tema

7 Layer
)

=Y KEHUTANAN Tema = 7 Layer

m‘ PERENCANAAN
== RUANG Tema

107 Layer

AN, PERIZINAN &
S== PERTANAHAN Tema

11 Layer

ANY%, SARANA

== PRASARANA Tema . 26 Layer

AN SDAG
=2 | INCKUNGAN Tema

37 Layer

Sumber: PPFBIG, 2018

Gambar 4.21 PengwhpokandatasetlGT dalam Geoportal KSI
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BABS5

KENDALA PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA



Pencapaian target pelaksanaan percepak®®P (Perpres KSP) untuk mewujudkan
85 tema IGT terintegrasii seluruh wilayah Indonesigang telah berlangsung sekitar 3
tahun (2016 sampai dengan 2018apat dinyatakan berhasil, walaupysencapaian
target sinkronisasi antar 1GStatus masih baru pada tahap penyelesian PITTI. Belum
tercapainya sinkronisasi IGT tersebut dapat dimaklumi karena IGT status yang
disinkronisasikan berkaitan dengan aspek hukwsosial, ekonomi, dan lingkungan,
sehingga waktu penyelesiannya memerlukan waktu lebih lama.Keberhasilan
pengintegrasian IGT antar sektorerupakan modal awal bagi penyelesaian tumpang
tindih penggunaan lahan secara tepat dan menjaik awal perbaikantata kelola
penyelenggaraaan IG di Indonesia di masa depan.

Berdasarkan data empiris yang dikumpukan selama belangsungnya pelaksanaan
Perpres KSHencapaian target KSP masih menyimpan berbagai permasalahan yang
menjadi kendala bagi keberlanjutan pelakaan KSP di masa depaRenyelesaian
permasalaharnersebut merupakartantanganbagi K/L/P terkaituntuk perbaikan data
dan atau tata kelola penyelenggaraan |G dalarpayamewujudkan Satu Petantuk
perencanaan pembangunan kewilayahan yang lebih bBibeapa kendalayang

menghambat pelaksanaan KSEndtanstinstansi terkait dibahas sebagai berikut.

5. 1 Kerahasian Data dan Kebijakan Berbayar

Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, tujuan utama pelaksanaan KSP adalah
untuk berbagi datanelalui JIGN dalamangka mendukung pembangunan kewilayahan,
dengan melibatkan banyak instangistansi yang terkait dengan penyelenggaraan IGT.
Berbagi data IGT dimaksotembawa konsekwengeterbukaan data dan tidak berbayar
(gratis). Kondisi berbagi data yang diinginkilam pelaksanaan KSP seperti ini belum
bisa diterima oleh semua K/L/P walidata IGT.

Selama berlangsungnya proses pembahasan pengaturan kewenangan akses
berbagai data melalui JIGN, masih banyak instansi walidata IGT yang berkeratan apabila

karakter datalya (terutama data atributflibukauntuk pengguna dan diberikan secara
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gratis. Instanstinstansi yang berkerataterhadap keterbukaan data dan tidak berbayar
tersebut memang sesuai dengan peratuan yang berlakidedienterian atau badan
dimaksud.Permasalaha ini menjadi kendala terhadapnplementasi KSP, terutama

dalam hal berbagi data IG melalui JIGN untuk publik.

5.2Kualitas dan Ketersediaan Peta Rupabumi

Peta RBI digunakan sebagai peta dasar dalam proses integrasfd&ilahan
kesalahan dalam Peta RBI menyebabkan proses integrasi menjadi terkendala. Kesalahan
kesalahan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian geometri antar unsur yang
digambarkan (misal antara garis pantai dengan wilayah administrasi), kesalalmetgeo
unsur yang digambarkan (misal garis pantai yang tidak menyambung)-umsur RBI
yang terpotong oleh batas blad Nomor Lembar Peta (NLP) serta terdapatnya garis pantai
yang berbeda pada satu wilayah yang sama. Permasalahan ini dapat diminimalisasi
melalui permintaan telaah RBI oleh seluruh pihak terkait dengan penggunaan Peta RBI.

Permasalahan lain dengan Peta RBI terkait dengan pembaharuan Peta RBI yang
penyelesaian dan penyerahannya dilaksanakan pada pertengahan semester pertama
tahun berjalan, semntara pelaksanaan kegiatan PKSP dimulai sejak awal semester
pertama tahun berjalan. Dengan demikian akan terjadi keterlambatan proses Integrasi
IGT yang menunggu penyelesaian Peta RBI ters8etsin itu, peta RBI skala 1:50.000
dibuat dalam waktu yangdsbedabeda dan menggunakan data yang bebédaa pula,

sehingga menghasilkan peta dengan berbagai kualitas.

5.3 Keterbatasan Data Spasial

Ketersediaan IGT yang menjadi obyek pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagian
besar belum memenuhi kriteria awal untuk dapat diintegrasikan pada skala 1:50.000.
Beberapa IGT dibuat pada skala yang lebih kecil dari skala 1:50.000. Secara kaidah

pemetaan, IGTGT tersebut tidak dapat dengan serta merta diintegrasikan pada skala
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1:50.000. Di sisi lain, tidak memungkinkan juga dilakukan pemetaan ulang untuk skala
1:50.000 yang dapat diselesaikan pada tahun yang sama untuk dapat segera
diintegrasikan.

Beberapa GT juga ada yang memiliki skala yang lebih besar. Gliyed yang
digambarkan memiliki kedetailan yang lebih baik dibandingkan dengan peta dasarnya.
Bahkan banyak obyek yang ada di dalam IGT tidak tergambarkan di peta dasarnya. Oleh
karena itu proses ingrasilGT dengan skala yang lebih besar atau lebih kecil dari 1:50.000
hanya sebatas menyesuaikan dengan unaswsur garis pantai dan perairan yang ada
pada peta dasar. Selain skala yang tidak sama, permasalahan lain terkait kualitas IGT
adalah tidak adaya standar pemetaan IGT yang sesuai dengan standar pemetaan pada
skala 1:50.000. Bahkan KB3T yang disebutkan telah memiliki skala 1:50.@@dim
memenuhi standar pemetaan skala tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan
dalam menggambarkan obyekang dipetakan, termasuk sistem hierarki klasifikasi
pemetaan yang tidak konsisten.

Permasalahan lain adalah terkait dengan kelengkapan informasi atribut IGT.
Beberapa IGT meskipun secara lengkap menggambarkan obyeknya namun tidak disertai
dengan informais atribut yang lengkap. Penyediaan informasi obyek masih sebatas
lokasi/koordinatnya saja, sedangkan identitas dari masmaging obyek yang dipetakan
masih belum lengkapPermasalahan tersebut menjadi kendala pelaksanaan KSP,

terutama dalam proses intedsi.

5.4 IGT Status Berimplikasi Hukum
Data IGT yang menjadi target Perpres Nomor 9 Tahun 2016 dikelompolkkgadi
3 kelompok IGT, yaitu IGT Status, IGT Perencanaan Ruang dan IGT Potensi. IGT Status
adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lga?drencanaan adalah
IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan rudarg|GT Potensi adalah IGT
yang memuat informasi mengenai transportasi dan utilitas, lingkungan dan potensi

kawasan.IGT Status dan IGT Perencanaan Ruang merupakan IGT yang memiliki
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keterkaitan erat dengan dokumen legal karena menjadi bagian (lampiran peta) dari suatu
surat sertifikat, peraturan daerah atau produk hukum lainnya. Penyesuaian terhadap

petapeta tersebut akan berimplikasi pada perubahan dokumen hukumnya. Dengan

demikian proses integrasi dan sinkronisasi IGT yang berimplikasi pada perubahan data
tidak dapat dilaksanakan secara sederhana dan selesai nagskistudysaja. Kondisni

menjadi penyebab pelaksanaan KSP berjalan lambat.

5.5 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Bidang 1G

Permasalahan terbatasnya ketersediaan SDM Bidang IG baik secara kualitas
maupun kuantitas erat kaitannya dengan permasalahan kualitas IGT yang masih rendah.
Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya jumlah SDMddingi IG mengakibatkan
rendahnya kualitas IGT yang dihasilkan. Hal ini terjadi pada lingkup penyediaan IGT di
instansi pusat maupudaerah.Berdasarkan observasi yang dilakukan, dari 19 K/L peserta
pelaksanaan Perpres KSP, hanya sekitar 25% yang memmilkhj6DM Bidang IG.
Bahkan, sebagian besdf/L tersebut tidak memilki unit khusus yang menangani
penyelenggaraan IGfang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang
diamanatkan dalam UG Pasal 23.

Keberhasilan pelaksanaan KSP tidak hanyaedgaruhi oleh ketersediaan SDM
Bidang IG di internal K/L/P (Kalangan pemerintah) , tetapi juga dipengaruhi oleh
ketersediaan SDM Bidang IG di kalangan swasta (Industri IG). Kemampuan produksi
industri IG sangat tergantung pa#latersediaan SDM Bidang yang memadai baik dari
aspek kualitas maupun kualitaBerdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh RBK3G
(2018),jumlah SDM Bidang IG nasional pada tahun 2015 sek&8# orang, sedangkan
jumlah yang dibutuhkan adald#1.500 orangkKondisi ini mennjukkan bahwa kebutuhan jumlah
SDM Bidang IG baru terpenuhi sekitar 23¢eterbatasan SDM Bidang IG yang demikian

berpotensi menghambat pelaksanaan keberlanjutan KSP di masa depan.
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5.6 Kesiapan Simpul Jaringan dalam JIGN

Sebagaimana yang dijelaskdalam PerpresNomor 27/2014 tentang JIGN, simpul
jaringan adalahnstitusi yang bertanggungjawatalam penyelenggaraan pengumpulan,
pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial (DG) dan
informasi Geospasial (IG) tertentiSinpul jaringan berdasarkan tugas dan wewenang
terdapat dua jenis simpul jaringan yaitu simpul jaringan pusat dan simpul jaringan daerabh.
Simpul jaringan pusat merupakan organisasi pada kementerian atau lembaga pada level
nasional yang memiliki tugas dan fangimpul jaringan, sedangkan simpul jaringan
daerah merupakan organisasi pada satuan kerja pemerintah daerah yang ditetapkan oleh
Pimpinan Pemerintah Daerah. Kesiapan Simpul Jaringan dalarnedj@ung pada unit
produksi dan unit pengelolaan dan penyeluasan. Unit produksi mempunyai tugas
untuk mengumpulkan, mengolah, menggunakan DG dan IG. Dalam kaitan dengan tugas
tersebut, unit produksi juga harus memastikan metadata tersedia untuk semua DG dan
IG yang dikelolanya. Unit produksi juga melakukan ategi pembaruan DG dan IG,
sedangkan Unit pengelolaan dan penyebarluasan mempunyai tugas untuk menyimpan,
melakukan tindakan pengamanan dan menyebarluaskan DG dafals. kajian yang
dilakukan oleh Suprjalet al. (2018) menunjukkan bahwa sebagian begapsil jaringan
dalam JIGN baik di pusat maupun daerah masih terkendalaasietk kelembagaannya.
Permasalahan kelembagaan simgaringan ini akaimenghambat berbagi data 1G yang

menjadi target utama pelaksanaan KSP.

5.7 Kewenangan PendistribusiaData Tick Berfungsi

Keberhasilan pelaksanaan KSP dipengaruhi oleh eksistensi kelembagaan walidata
IGT. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Perpres KSP, walidata IGT adalah pimpinan tinggi
pratama pada K/L yang memiliki tugas pokok, fungsi atau kewenangamurut
peraturan perundangindangan penyelenggaraan |IGT. Walidata IGT memiliki
kewenangan produksi data IGT tema tertentu sesuai dengan kebijakan K/L/P masing

masing. Pada umumnya kewenangan pendistribusian data IGT dari unit produksi
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(Walidata) di K/Lberada di unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatfgnyataan di
lapangan yang sering terjadi menunjukkan bahwa aliran produksi data |BuUiskiatin
(Simpul Jaringan)idak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya, banyak
Pusdatin di K/L tidak meitiki data IGT, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dalam
pendistribusian data.Kondisi yang demikian di&vatirkan dapat menghambat
berlangsung berbagi data IGT melalui JIGN, sebagai tujuan utama implementasi KSP

dalam mendukung pembangunan nasianal
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BAB 6

KEBERLANJUTAN KEBIJAKAN SATU PETA



Program Percepatan KSP yaetah diatur sejak tahun 2016 melalui penerbitan
Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Perp¥esnor 9 Tahun 2016 merupakasalah satu
program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengdenya program KSP ini,
perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas
tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu pada data geospasial yang
akurat.

Pada tanggal 11 Desember 201Bresiden Rl Joko Widodo secarasmi
meluncurkan Geoportal KSP yang bertujuan untuk menyediakan Satu Peta yang akurat
dan akuntabel sebagai acuan dalam merumuskan pembangunan masa Gsugpurtal
KSHAnerupakan wadah berbagi data dan informasi geospasial mdl&N yang memuat
capaian target KSKaitu 84 dari 85 tema IGT terintegrg9B%) dari 19K/L danPemda
di 34 provinsi.DatasetIGT tersebut telah diunggdte dalam Geoportal KSP damdah
dapat diakses oleh K/L maupun Pemda.

Sekretariat Tim Percepatan KSP (2018tah menyelesaian sebagian target
sinkronisasi IGT, yaitu identifikasi permasalahan tumpgamih penggunaan lahan
(PITTI) di pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Jawa, dan
Papua. Penyelarasan IGT yang tumptmdih tersebut telah datur dalam Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 20B8nyelesaian
permasalahan PITTI tersebut merupakan salah satu tantangan yang perlu segera
diselesaikan agar tidak berdampak pada ketidakpastian pemanfaatan lahan di berbagai
sektor. Karena berkaitan dengan aspek hukpenyelesaian sinkronisasi antar IGT status
akan memerlukan waktu lebih lama dari pgukenyelesaian permasalahan intergrasi IGT
yang sifatnya lebih teknis. Untuk menuntaskan penyelesaian target KSP tersebut,
kebedanjutan KSP menjadi keharusan untuk menjawab berbagai tantangan dan
hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang
tindih penggunaan lahaigelain itu, faktoifaktor lainnya yang mendorong keberlanjutan

KSP di masa dep@ma perlu menjadi pertimbangan.
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6.1 Faktor Pendorong

KSP merupakan kebijakan strategis pemerintah, sehingga keberlajutpenlya

memperhatikan kebijakan dan regulasigulasi yang bersinergis untuk memperkuat

program KSP di masa depafebijakan danegulasi yang bersinergnenjadi faktor

pendorong bagi pentingnya keberlanjutan KSIFaktor pendorong keberlanjutan KSP

tersebut dijelaskan sebagai berikut.
6.1.1 Arahan Presiden RI Joko Widodo

Presiden Rl Joko Widodo pada saat pelunc@eaaportal KSP tanggal 11 Desember

2018 menegaskan bahwaKSP akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa deparahan yang disampaikan

pada saat peluncuran Geoportal KSP terdiri dari:

1.

Kementerian/Lembagagar segera melakukan penambahan peta tematik yang
dibutuhkan untuk penyelesian tumpastopdih pemanfaatan lahan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah agar segera memanfaatakn
Peta Indikatif Tumpang@indih IGT (PITTI) sebagai peta kerja untuk
menyelesdian tumpangtindih pemanfaatan lahan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daeradar segera memanfaatkan
produk Kebijakan Satu Peta dalam Perencanaan pembangunan berbasis spasial
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar berkolaborasi untuk
menyelesaikn permasalahan tumpanindih pemanfaatan lahan di lapangan
Kepala Daerah agar melakukan upaya percepatan pemetaan batas
desa/kelurahan, dan agar mengkoordinasikan teknis pemetaannya dengan
Badan Informasi Geospasial.

Badan Informasi Geospasial agar mesawu mekanisme datapdating yang
efektif, serta menyiapkan peta dasar skala yang lebih besar, agar
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemetaan

tematik dengan skala yang lebih besar.

Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Indonesia 87



Arahan Presiden tersebut menunjukkan bahmwagram KSP harus dilanjutkan
untuk menyelesaikan targdtrget strategis yang belum tuntas untuk jangka
pendek maupun jangka panjang, sep&udnflik tumpangtindih penggunaan lahan,
penambahan tema baru IGT, pemutakhiran IGD dan IGT skala menengah (1:
50.000/1:25.000), pemanfaatan produk KSP di Geoportal, penguatan koordinasi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, percepatan pemetaan batas
desa/kelurahanpenyediaanpeta dasar (Peta RBian peta tematik skala besar
(1:5.000).

"Kebijakan Satu Peta akan
dijadikan dasar perencanaan
untuk mendukung
pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi di
masa depan," ujar Presiden
Joko Widodo saat
meluncurkan Geoportal
Kebijakan Satu Peta di Hotel
Bidakara Jakarta pada tanggal
11 Desember 2018.

Ir. H. Joko Widodo
Presiden RI Periode 2014-sekarang

Gambar 6.1 Presign RI Joko Widodo Memberi Arahan pada s:
Peluncuran Geoportal KSP

6.1.2 Peraturan Presiden Tentang Satu Data Indonesia

Salah satu tujuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data
Indonesia (Perpres SDI) adalah mewujudkatersediaan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar
Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunamuang lingkup dat yang menjadi target perbaikan tata
kelola dalam Perpres SDI adalah data statistisk, data geospasial, dan data keuangan

negara. Adapun ruang lingkup data yang menjadi target Perpres KSP adalah data
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geospasialOleh karena itu, pelaksanaan Perpres SDI yarkgit dengan perbaikan tata
kelola data geospasiaecara otomatis melanjutkan program/kegiatan KSRedua
Perprestersebut memiliki tujuan yang saling mendukung (Bersinergi)) dalam bebeberapa
hal, yaitu:
1. Mewujudkanketersediaan data geospasialng &urat, mutakhir, terpadu , dan
dapat didipertanggungjawabkan.
2. Mewujudkan ketersediaan data geospasial yang mudah diakses dan
dibagipakaikan melalui satu portal, yaitu melalui Portal Satu Dt go.id
yang terintegrasi dengan JIGN (Geoportal KSP)
3. Datageospasial yang dibagipakaikan menggunakan standar yang sama
4. Mewujudkan ketersediaan data geospasial sebagai dasar perencanaan

pembangunan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perpres SDI Pasal 2, SDI dimaksudkan untuk
mengaturpenyelenggaraan tata kelola datéData statistik, data geospasial, dan data
keuangan negara) yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. dan pengendalian pembangunan.
sedangkan tujuan Perpré&SP adalah untuk penyediaan data geospasial (SatuyReiz)
mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basisdata, dan satu geoportal.
Oleh karena itu, integraprogram KSP darSDI menjadi suatu keharusan agar kedua
regulasi inisaling menguatkan untuk mewujudkan data geospasial untuk pembangunan
nasional yang akurat dan akuntabel yang dapat diakses melalui JIGN. Abidin (2019)
menjelaskan integrasi KSrne map PolicPMP), SDI@ne Data Indonesi®DI), dan

proses pembangunan infimasi geospasial Geospatial Information Development
Procesy seperti yang disajikan pada Gambar @&duk KSP (Satu Petang diproses
melalui kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronis#egbat diaksesoleh pengguna
melalui Portal Satu Data Indonas(ODI Portal) yang terintegrasi dengan JiSati¢nal

Geospatial Information NetworlIGN). Nugroho (2019) menjelaskan bahwa KSP
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bersinergi dengan SDI dan JIGN menjadi pilar strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah

Indonesia di era revolusi industriddGambar 6.3)

Gambar 6.2 Integrasi KSP, SDI, dan Proses Penyelenggaraan IG (Abidin,

fTiTEm  VISI PEMERINTAH INDONESIA — DIGITAL MELAYANI

PEMERINTAH INDONESIA 4.0

MANFAAT LANGSUNG BAGI RAKYAT: Reforma Agraria-Perhutanan Sosial,
Penyelesaian Konflik, Akurasi Bansos-Jamsos (KIS-KIP-PKH-BPNT}, Pencatatan
Sipil, Modernisasi Perpajakan, Pencegahan Korupsi, Pencapaian SDGs

KEBIJAKAN
SATU PETA
SMART CITY
SATU DATA
INDONESIA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - SPBE:

Pemerintah bersih, terbuka, transparan, hemat, efisien, efektif, bebas korupsi, cerdas
A“Bgs?: .r:: & Infra Aplikasi Keamanan Layanan
Pengadaan SPBE SPBE Informasi SPBE

Gambar 6.3trategi Menuju Pemerintah Indonesia 4Nugroho, 2019)

6.1.3Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Sebagaimana yang diamanatkan dal&erpres Nomor 54 Tahun 2018 Tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupshyusunan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
(Stranas PK) dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif
dan elisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sek

yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan
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